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Direksi PT PP Energi:

Menimbang - 1.

Mangingat

KEPUTUSAN DIREKSI PT PP
ENERGI
No; (16/SKDIRPPEXII2022

Tentang

PIAGAM [BOARD MANUAL) DIREKSI PT PP ENERGI

Bahwa dalam rangka implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik {Good
Corporate Governarice) dalam pelaksanaan tugas dan fungsl pengurusan
Perserozn. Direksi peru menetapkan Pedoman dan Tata Teriib Keria yang
menjabarkan tugas, tanggung jawab dan wewenang, ketentuan rapat dan
pelaksanaan tugas Direksi;

Bahwa dengan adanya perubahan anggaran, Direksi memandang perlu unfuk
melakukan penyesuaian atas Pedoman Pelaksanaan Good Corporafe
Govemance PT PP Energi Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2016;

Bahwa bardasarkan periimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2 tersebut di atas, maka perlu ditetapkan keputusan Direksi fentang
Plagam [Board Manual) Direksi PT PP Energi,

Undang-Undang Republik Indoresa No 18 Tahun 2003 tentang

Badan Usaha Milik Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Mo 40 Tahun 2007 fentang
Persercan Terbatas;

Paraturan Menteri Badan Lisaha Milik Megara No. PER-01/MBU/2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Covporate Governance)
pada Perusahaan Badan Usaha Milk Megars sebagaimana felah diubah
dengan Peraturan Menten BUMN No. PER-DS/MBLIZ012 tentang Perubahan
alas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik {Good
Corporate Gowemance) Pada Badan Usaha Millk Megara;

Peraturan Menlen BUMM WMo, PER-0IMBUZ01Z fentang Pedoman
Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisans Anak
Perusahaan BUMMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
BUMN No. PER-04/MBUDGI2020 tentang Ferubahan Atas Peraturan Menten
Negara Badan Usaha Millk Negars Nomor PER- 03/MBU/2012 Tentang
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Pedoman Penganagkatan Angoota Direkst dan Anggota Dewan Komisars Anak
Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

Peraturan Menteri BUMN Nomaor PER-12MWMBUI2012 tentang Organ
Pendukung Dewan KomisarsDewan Pengawas Badan Usaha Milik Megara
sebagarmana felah diubah dengan Peraturan Menten BUMN MNoemor PER-
OaMBUL2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan
Usaha Millk Negara Momor PER- 12MBURZ01Z tentang COrgan Pendukung
Dewan KomsansTewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara,

Anggaran Dasar PT PP Energl berikut perubahan-perubahannya;

Peraturan Intemal PT PP Energi dan Peraturan Perundang-Undangan
lannya yang lerkait

MEMUTLUSKAN

PIAGAM (BOARD MANUAL) DIREKS| PT PP ENERGI

Plagam (Board Manual) yang berlaku bagi Direksi PT PP Energi sebagaimana
lertera pada Lampiran Keputusan Direksi ini yang merupakan satu kesatuan
dan bagian yang fidak terpisatkan dan Keputusan Direksi inl

Hal-hal fain yang belum cukup diatur dalam Keputusan Direksl ini

akan ditetapkan kemudian oleh Direks|

Kepulusan Direksi ini mulai beriaku efektif sajak tanggal Keputusan Direksi ini
ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliean datam Keputusan
Direksi ini, maka akan dubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 1 Desember 2022

PT PP Energi
Direksi,
L .-"-' x -
A ] n Supriyadi
Direktur Utama Cor. Kevangan Manajemen
Risiko & HCM
Pedomen Taln Keep s FT PR Engn| Taten 2022 g
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Untuk mewujudkan penarapan tata kelola perusahaan yang balk diperlukan adanya pengatutan pedoman
kerja oman-ongan perusahaan, utamanya Direksi (Board of Directors) serla padoman yang dapat dijadikan
landasan aleh Direksi dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk Piagam (Board Manual) Direksl,
selanjuinya dsebut Board Manual Direks|.

Board Manual Direksi adalah panduan bagl Direksl yang menjelaskan tahapan akfivitas secara terstruktur,
sistemalis, mudah dipshami dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat mengadi acuan bagl
Direksi datam melaksanakan lugas dan kewenangan untuk mencapal Visi dan Misi Perseroan agar tercipta
pangetolaan Perseroan secara profesional, Iransparan dan efisien,

Board Manual Direksi dsusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasl, peraturan perundang-
undangan yang beraku, katentuan Anggaran Dasar, keputusan-kepulusan serta arahan Rapal Umum
Pemegang Saham, dan prakik-prakiik terbaik (besf practices) Good Corporale Governance

Pelaksanaan Board Manual merupakan salah satu benfuk komitmen dan Direksi dalam rangka
mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporafe Governance, sekaligus sebagal upaya penjabaran
sbih lanjut hat-hal yang telah diamanahkan oleh Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance PT
PP Energi,

Board Manual bersifat dinamis dan selals berkembang, Penyempumaannya sangat fergantung kepada
rebutshan Direksi dalam pengefolaan Perseroan serla perubahan-perubahan peraturan perundang-
Lniangan,

Ketentuan-ketentuan yang beraku dalam Board Manual ini harus selalu sesual dengan peraturan
perundang-undangan dan kepulusan RUPS sebagai ketenfuan yang lebih tinggl Apabila terdapat
ketentuan dalam Board Manual yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, maka ketentuan
dalam Eoard Manual dinyatakan tidak berlaku dan yang beraku adatah ketentuan yang lebih tinggl serta
ketentan dalam Board Manual yang bertentangan tersebul harus disesuaikan dengan kKetentuan yang
lebih tingai.

Mengingat Board Manual adalah merupakan pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan lgas agar
lercipta pengelolaan Perusahaan secara baik maka Board Manual harus memenuhi karakienstik sebagai
berat:
1. Terbuka, akuntabel, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil
2, Protesional, transparan dan efisien dengan lebih memberdayakan fungsi dan meningkatkan
kemandirian Direksi,
3. Berupa peraturan afau ketentuan yang dapat dijadikan dasar bagi Direksi dalam berfindak.
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Sistematika penyajian Board Manual PT PP Energi. dimulai dengan Dasar Hukum berisikan ketenluan-
ketentuan yang dijadikan dasar penyusunan fugas, wewenang, hak dan kewajiban Direksi baik secara
kodegial dan individu, serta uraian Threshold yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Direksl.

Sedangkan datail lebih lanjut dai Board Manual Ini tertuang antara lain dalam Peraturan Perusahaan
(Ketenagakerjaan), WiProsedur, Surat Keputusan Direksi, Surat Edaran, Memorandum, Pedoman dan
dokumen-dokumen lainnya yang merupakan produk lebih lanjut dari Direksi,
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DASAR HUKUM BOARD MANUAL

Panyusunan Board Manual ini barpedoman pada antara lain:

1.
2
3.

Undang-Undang Repubkk Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milk Negara
Urdang-Lindang Repubkk Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang tentang Perseraan Terbatas
Peraturan Menteri BUMN No. PER-G1IMBLI2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik (Good Carparale Governance) pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menter BUMN No, PER- 09/MBLI2012 entang Perubahan atas Peraturan
Menien Negara Badan Usaha MilikNegara Nomaor PER- 01MBL20%1 Tentang Penerapan Taia
Kelola Perusahaan Yang Balk (Good Corporale Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara;
Peraturan Menlen BUMN No. PER-D3/IMBUI2012 tentang Padoman Pengangkatan Anggota Direksi
dan Anggaota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mented BUMN No, PER-D4/MBLIDG/202] tenlang Perubahan Alas Peraturan Menten Negara Badan
Usaha Miik Negara Momeor PER-03/ MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi
dan Anggeta Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milk Negara;

Peraturan Menteri BUMMN Nomor PER-12MBUR2012 tentang Organ Pendukung Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana felah diubah dengan Peraturan
Menteri BUMN Momor PER-OB/MBU/04/2021 tentang Perubahan Afas Peraturan Menten Megara
Badan Usaha Milik Negara Momor PER-12MBU2012 tentang Organ Pendukung Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

Anggaran Dasar PT PP Enemgi berikut perubahan-perubahannya,

Peraturan Intemal PT PP Energi dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait.
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DAFTAR ISTILAH
stifah-istilah yang digunakan dalam Board Manual ini, kecual disebutkan lain, mengandungpengeriian
sebagar bankut;
1. Afiliasi adalah;

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampal derajat kedua, baik secara
honzontal maupun vertikal,

b. hubungan antara pihak dengan pegawa), Direksi, dan/atau Dewan Komisars dan pihak
tersebut;

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (salu) atau lebih anggota Direksi
atau Dewan Komisaris yang sama,

d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung mavpun ftdak langsung,
mangendalikan atau dikendalikan okeh perusahaan tersabut;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun fidak
langsung, oleh pihak yang sama; atau

f. hubungan antzra perusahaan dan pemegang saham utama,

Anak Perusahaan adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan Persercan

lzinya yang dapat terjadi karena:

a. lebin dan 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;

b. lebin dar 50% (lima puluh persen) suara dalam RLPS dikuasal okeh induk peresahaannya;
dan atau

c. kontrol alas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhenbian Direksi dan Dewan
Komisans sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya

- Anggota Dweksi adalah anggota dari Direksi yang menjuk kepada individu {bukan sebagai Board).

5Pl (Satuan Pengawas Intem) adalah Auditor Intern Perusahaan yang bertugas uniuk metakiskan
audit serta memastkan Sistem Pengendalian Intem Perusahaan dapat benjalan secara efektif.
Baka! calon anggota Direksi adalah sesecrang yang tefah dinyatakan memenuhi Persyaratan
sebagal anggola Direksi dan telah melalui proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK),

Benturan Kepentingan (Conflict of Inferast) adalah sualu kondisi adanya kepentngan individu
berentangan dengan kapenlingan perusahaan

Good Comporate Governance Code (GOG Code) adatah Pedoman Elika Tata Kelola Perusahaan
yang baik.

ireks: adalah keseluruhan Anggota Direksi yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan |Board).
Direkiur Utama adalah seorang anggota Direksi yang diunjuk cleh RUPS sebagai koordinator
pemimpin Direksi,

10. E-LHKPN adalah Laporan Harla Kekayaan Penyelenggara Negara menggunakan aplikesi yang

berbasis web dengan alamat elhkpn.kpk.go.id, sehingga data yang dinput aleh Penyelenggara
NegaraWajib LHKPN secara otomats tersimpan dakam server yang ada di KPK.

11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti kias, yakni, uang, barang, (diskon), komisi, pinjaman tanpa
Padoman Tatg Kesa Direks #T PP Enangl Tatar i i
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bunga. toxet pernalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobalan cuma-cuma dan
fasiftas lainnya,

12, Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu prosas dan strukiur yang digurakan oleh RUPS,
Dewan Komisaris dan Direksi unfuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas
perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap
mempeshatikan kepentingan stakehoiders lainnya, bedandaskan peraluran perundang-undangan
dan nial-nilal atika.

13. Kanlor Akunian Publik (Auditor independent} adalah Kantor Akuntan yang memberikan jasa audit
atas Laperan Keuangan, Laporan Kinena, Laporan Kepatuhan serta faporan lain sesuai ketentuan
yang berlaxu kepada Perusahaan

14. Konirak Managmen adalah dokumen yang mengikal managmen dalam menjalankan tugas dan
fungsinya untuk memenuhi target yang telah ditelapkan dan dsepakal

15, Kreditur adalah pihak - pihak yang memberkan pinjeman atau memben pulang kepada
parusanaan

16, Laporan Berkaia adalah laporan yang disusun secara periodik.

17, Laporan Manajemen Perusahaan adalah laporan yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan.

18. Laporan Triwulanan adalah laporan yang memusat neraca dan perhitungan laba rugi dar triwulan
yang bersangkutan sera penjelasan atas dokumen tersebut yang dibuat sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan yang beraku.

15. Laporan Tahunan atau Annual Report adalah laporan mengenal kegiatan perusahean tahunan
yang desusun datam bahasan Indenesia dan bahasa inggrs uniuk dipublikasikan.

20. Nominasi adalah pengusulan sesecrang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi
atau anggota Dewan Komisaris

21. Pemegang Saham Mayoritas adalah pihak yang mempunyal sebagian besar modal perusahaan
sehingaa dapat secara langsung mengendalikan perusahaan

22, Pemegang Saham Minoritas adalah pihak yang mempunyal sebagian kecil modal dalam
perusahaan

23, Pemegang Saham Pengendali adalah Pemegang saham yang memiliki saham lebih dar 51%.

24, Penilaian {assessment) yadu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di Perseroan
melatul pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di Persercan yang dilaksanakan secara
barkala setiap 2 (dua) tahun,

5. Perseroan Terbatas, yang sefanjuinya disebul Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
Undang-Undang ini serta peraturanpelaksanaannya.

26. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pemegana
Saham sebagai organ perseroan yang memaunyal wewenang yang lidak diberikan kepada Direksi
atau Dewan Komisans dalam batas yang ditentukan dalam Undang- Undang Mo 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbalas dan/atau anggaran dasar,

Pedoran Tats Kern Diisi BT 26 Ergig Tahun 2028 ’
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27. Risalah Rapat adalah dokumen resmi yang memuat hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan
dalam rapal, serta merupakan bukli yang melatarbelakangl diambilnya suatu tindakan, baik oieh
Cirekest, Dewan Komisans, maupun pemegang saham dalam pengelolaan perusahaazn.

28. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) adalah penetapan rencana keglatan dan hasil
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan selama 5 (lima) tahun ke depan.

29. Rencana Kera dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah penetapan |enis kegiatan dan besamya
blaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada umumnya dibuat dalam penode satu tahun,

30, RUPS Anak Perusahaan adalah organ perusahaan anak yang memegang kekuassan leringgl
pada perusahaan anak dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direks|
Perusahaan Anak atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak

31, Sekretans Perusahaan/Corporate Secrefary adalah satuan fungsi strukiural dalam organisas
perusahaan yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Direksi dalam melaksanakan
tugasnya.

32, Stakehpigers (Pemangku Kepentingan] adalah pihak-pihak yang mempunyal kepentingan
terhadap perusahaan antara lain terdin dari pemegang saham, karyawan, mifra bisnis, masyarakal,
dan lain sebagainya.

33, Standar Akuntansi adalah pedeman yang benistkan tentang standar akuniasi yang dikeluarkan clah
lembaga yang bersewengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan wajib diterapkan oleh
perusahaan dalam menyelenggarakan akuntansi.

34, Tanggung Renteng adalah sifal tanggung jawab hukum  akibal dan suatu  kegialan/
keputusan/kebijakan yang dibual vang dibebankan atau dipikul secara bersama-sama.

35. Whistle Biowing System (WBS) adalah sistem yang memungkinkan pelapor dapat
menginformasikan telah leradinya pelanggaran kepada pimpinanfyang berhak menenma miomasi,
dengan [aminan kerahasiaan,

36. UUPT adalah Undang-Undang Nomar 40 Tahun 2007 lerkail Perseroan Terbatas, berkut dengan
parubahan-parubahannya
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BAB IV
PRINSIP-PRINSIP HUBUNGAN KERJA DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS

Kebernasilan penerapan Good Corporate Governance salsh satunya bergantung pada hubungan kerja
antar organ perusahaan. Demi terjalinnya hubungan yang harmaonis dalam pelaksanaan tugas, mekanisme
kerja antara organ perusahaan diatur dengan berdandaskan prinsip kebersamaan, saling menghargai fungsi
dan perannya dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang belah ditetapkan untuk pancapaian visi-misl
peTUsahaan.
Mekanisme kena Direksi dan Dewan Komisars harus diatur agar masing-masing dapal menjalankan fugas
dan fungsinya secara efekbf dan efisen, Dewan Komsans dan Direksl sesuar dengan fungsinya masing-
masing mempunyal tanggueg jawab untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam |angka
panang yang lercermin pada:
1. Temeliharanya kesehatan perusahaan sesual dengan indikator dan knieria yang ditetapkan
oleh Kamenterian BUMN sefaku regulator.
2. Tercapainya imbal hasll yang wajar bagl Pemegang Saham,
3. Terindunginya kepenfingan sfakehoddars lainnya.
4. Terlaksananya sisfem dan prosedur kegiatan usaha yang berfungsi sebagal
pengendalian dan pengelolaan nsiko bagl kontinuitas manajemen perusahaan.,
Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Direksi dengan Dewan Komisarls menipakan salah
satu hal yang sangal peniing agar masing-masing organ tersebut dapat bekefja sesual tanggung awab
dan wewenang masing-masing dengan efektif dan efisien.

Uniuk menjaga hubungan kerja yang baik, Direksi dan Dewan Komisaris menerapkan pnnsip-prinsip
hubungan kera sebagal bearikut;
a. Dewan Komisars menghormali tugas dan wewenang Dirsksi dalam mengelola Perseroan
sebagaimana felah diatur datam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
b. [Direksi menghormati fugas dan wewenang Dewan Komisans untuk melakukan pengawasan dan
memberikan nashal lerhadap kebijgkan pengelolaan Perseroan sesual dengan ketenhuan
Anggaran Dasar.
¢ oefiap hubungan kera anlara Direksi dengan Dewan Komisaris menipskan hubungan yang
bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandas! oleh sualumekanisme baku atau
korespondensi yang dapat diperianggungjawabkan
d, Hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oeh masing-masing Angaots Direksd dan
Anggota Dewan Komisaris, namun fidak dapal dijad&an sebagal dasar pengambilan kebfakan
vang dapal dipertanggungjawabkan,
e, Dewan Komisaris berhak memperdleh informasi Perseroan dan Afiliasi Perseroan termasuk Anak
Parusahaan secara akural, lengkap dan tepat wakfu dad Direksi,
{. Direksi bertanggung jawab atas skurasi, kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian informasi
Perseroan kepada Dewan Komisaris.
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9. Sekretars Parusahaan dan Sekrefaris Dewan Komisans berungsi sebagal pejabat penghubung
antara Direksi dan Dewan Komisaris.
h. Organ yang membantu Dewan Komisans pada sast berhubungan kerja dengan organ yang
membaniu Direksi harus sepangetahuan Dewan Komisans.
I Crgan yang membantu Dirsksl pada saat barhubungan kera dengan organ yang membantu
Dewan Komisaris harus sepengetahuan Direks:,
| Apabila diundang, Direksi berkewajiban hadir dafam rapat yang diselenggarakan oleh Dewan
Komisarns.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Direksi dan Dewan Komisans berkewajiban untuk membuat Piagam
(Board marwal) untuk Direksi dan Dewan Komisans yang diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pedoeman Tata Kerja Dmisl 2T PP Enany Tauon 2122 gl
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DIREKSI

A PERSYARATAN DAN KOMPOSIS!| DIREKSI
AA. PERSYARATAN
Persyaratan yang harus dipenuhl calon Direksd adalah sebagal berikut,
1) Syarat Formal yaitu Orang Perseorangan yang cakap melakukan perbaatan hukum, kecuali dalam
waktu 5 {lima) tahun sebelum pengangkatannya pemah:

a. Dinyatakan pasit;

b. Menjadi anggola Direksi atau anggola Dewan KomisansiDewan Pengawas BUMN yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suaty BUMMN, Anak Perusahaan danfatau Perusahaan
dinyatakan pailit,

t. [Dhhukumn karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan nagara, BUMN, Anak
Perusahaan, dan/ztau yang berkailan dengan seklor keuangan,

Z1  Syarat Materiil, meliput:

a, Pengalaman, dalam ari yang barsangkutan memdiki rekam pejak (frack record) yang
menunjukkan keberhaséan dalam pengurusan dalam  pengurusan  BUMMNIAnak
Perusahaan/Perusahaan/Lembaga lempat yang bersangkutan hekerja sebelum pencalonan;

b. Keahlian, dalam artl yang bersangkutan;

i. Memiliki pengetahuan yang memadar dibidang usaha perusahaan yang bersangkutan;

i, Memiliki pernahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;

lil. Memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebljakan sirategis dalam
rangka pengembangan Perusahaan.

¢ Integritas, dakam arli bersangkutan tidek pemah teribat
i. Perbuatan rekayasa dan prakiek-praxiek menyimpang pada tempat yang bersangkutan

bekena sebelum pancalonan (berboat tidak jujur);

il. Perbualan cidera |anji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang %elah
disepakali pada tempad yang bersangkutan bekena sebelum pencalonan (berperilaku
lidak baik);

iii, Perbuatan yang dikalegorikan dapat member&an keuntungan secara melawan hukum
kepada yang bersangkulan danfatau pihak lain sebelum pencatonan (berperiiaky fidak
haik)

iv. Perbuatan yang dapat dikategonkan sebagal pelanpgaran terhadap kelentuan yang
berkaitan dengan prinso-prinsio pengurusan perusahaan yang sehat [berperilaku fidak
baik)

d  Kepemimpinan, dalam arli yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk:

L. Memformulaskan dan mesgariikulasikan visi perusahaan;

li. Mengarahkan pejabal dan karyawan perusahzan agar mampu melakukan sesuatu
untuk mewujudkan tyjuan Perusahaan;

—_—
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iii. Membangkitkan semangat (memberi energi bani) dan memberikan motivasi kepada
pejabat dan karyawan Peresahaan unfuk mampu mewujudkan fujuan Perusahaan.
e, Memiliki kemauan yang kuat {antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan perusahaan,

31 Syaral Lain, meliputi:

|, Bukan pengurus parlal politk, danfalau anggota legislatif, dansatau bdak sedang
mencalankan dirfl sebagai calon anggota legisiatif,

ii. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau fidak sedang mencalonkan din sebagal calon
kepalawakil kepala daerah;

iii. Berusia lidak metebihl 55 tshun ketlka akan menjabat sebagal Direksi;

v, Tidak sedang menjabal ssbagal pejabatl pada Lembaga, anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMMN, Anak Parpszhaan danfalau Perusahaan,
kecuali menandatangani surat pemyataan bersedia mengundurkan din dan jabatan
tarsebut jika terpilin sebagal Anggota Direksi Anak Perusahaan;

v. Tidak sedang menunduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang- undangan
dilarang untek dirangkap oleh jabatan anggota Dereksi, kecualk menandatangani surat
pemyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan fersabut jika terpilih sebagal anggota
Direksi;

vi. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada Perusahaan yang bersangkutan setama 2
(dua} periode berturut-turut

wil. Memili: dedkasi dan menyediakan wakiu yang cukup uniuk melakukan lugasnya yang
dinyalakan dengan surat pemyataan yang bersangkutan;

vill. 3ehat jasmam dan rohani (tidak sedang menderta suatu penyakit yang dapat
menghambat pelaksanaan tugas sebagal anggata Direksi) yang dibuktikan dengan surat
keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;

ix. Memiliki Momor Pokok Wajib Pajgk (NPWP) dan felsh melaksanakan kewajiban
membayar pajak selama dua tahun terakhir yang dibukfikan deagan Surat Pembertahuzn
Tahunan Pajak Perghasilan Wajib Orang Pribadi

4) Wajib menglkufi ketentuan UUPT dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kegiatan usaha Perseroan

5) Tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan deraal ketiga, bak menurut ganis lurus
maupun garis ke samping, fermasuk hubungan yang tmbul karena perkawinan antar anggota
Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris.

6 Tidak pemah menjad! anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komesaris yang pemah tidak
menyelenggarakan RUPS Tahunan selama menjabat;

7l Tidak pemnah menjadi anggota Direksi danfatay anggota Dewan Komisars vang
pertanggungiawabannya sebagai anggota Direksi dan/atay anggota Dewan Komisaris pamah
tidak diterima aleh RUPS atau pemah fidak membenikan perianggungjawaban sebagai anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;

Pemenuhan persyaratan di atas wajib dimuat dalam surat pemyataan yangditandatangani oleh calon
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anggota Dweksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Sural pernyataan tersabul wajib
diteliti dan didokumeniasikan cleh Perseroan,

Apabila calon anggota Direksi yang baru diangkal diketahui tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
diatas maka:

a.  Persaroan wagh menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang
fidak mamanuhi persyaratan.

b. Pengangkatan calon Direks: tersebut batal Karena hukum sejak saat anggola Direksi lainnya
atau Dewan Komisars mengetahui fidak lerpenubinya persyaratan lersebul, berdasarkan bukli
yang sah, dan kepada anggola Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara terlulis dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

c. Paling lambat 2 {dua} hari kera sejak diketabui bahwa pengangkatan anggota Direksi tersebul
tidak memenuhi persyaratan, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus
mengumumkan pembatalan pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan di dalam media
pengumuman dengan memparatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal,
dan paling lambat 7 {fujuh) han kerja memberitahukannya kepada Menter Hukum dan Hak Asasi
Manusia untuk dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Apabila anggota Dirsksi yang fidak memenuhi persyaratan tersebut tzlah melakukan perbuatan
hukum atas nama Persercan sebelum pembatalan pengangkatan, maka perbuatan hukum yang
dilakukan lersebat tetap menglkal dan mengadi tanggung jawab Perseroan.

g. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Persercan setelah pembatalan
pengangkatan anggota Direksl yang tidak memenuhi persyaratan tersebut adalah tidak sah dan
menjadi fanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

A.2. KOMPOSISI DIREKSI
Komposisi Direksi PT PP Energi harus sedemilian rupa disesuaikan dengan besamya keglatan
kompleksitas bisnis perusahaan dan strukiur organisasi sehingga memungkinkzn pergambilan
putusan yang efektf. lepat dan cepal dalam rangka pencapaian tujuan- ujuan perusahaan,
Jumlah anggots Dewan Direksi sekurang kurangnya adaslah 2 (dua) orang, seofang diantaranya
diangkat sebagai Direkiur Utama.

A3, KEANGGOTAAN DIREKSI
1) Jumkah anggota Dirsksi disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dan dalam menjalankan
tugas direksi dikoordinir aleh seorang Direksl yang difetapkan sebagai Direkiur Utama,
£) Anggota Direksi diangkal dan diberhentikan oleh RUPS.
3) Anggota Direksi dapat merangkap [abatan sebagai:

a. Anggoia Dewan Komisans pada anak perusahaan/penisahaan patungan PT PPEnergi
yang bersangkutan, dengan ketenluzn hanya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai
anggota Dewan Komisars pada satu atau lebih anakperusahaan/perusahaan patungan
maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dar gaji anggota Direksl yang bersangkutan di
PT PP Energl, sedangkan penghasilan lain/selebihnya diserahkan menjadi panghasilan di
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PT PP Energi:

b, Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain (selain Anak Perusahaan/Afiias: PT PP
Energi) untuk mewakiliimemperjuangkan kepentingan BUMMN sepanjang memperoieh (jin
dar Menteri BUMN;

4) Apabila oleh suatu wakiu oleh sebab apapun ferdapat salu jabatan atau lebih anggota Direks:

Perusahaan yang kosong, maka:

a. RUPS wajib diselenggarakan dalam jangka wakiu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya
kekosongan tersebul uniuk mengisi jabatan anggota Direksi Perusahaan yang kosong
tersebul.

b, Selama jangka waklu sebagaimana dimaksed dalam poin 2 diatas, Dewan Komisaris
menunjuk salah secrang anggota Direksi yang fain unfuk mengalankan
pekarjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang
sama sampal dengan ditunjuknya anggota Direksi yang baru dalam Rapat Umum
Femegang Saham

5) Apabila pada suaiu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perusahaan
lowong, maka:

a Datam wakiu paling fambat 30 (liga pulub) han selelah tenadi jabatan owong, hans
diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan lowong tersebut.

b. Selama seluruh jabatan Direksi lowong dan RUPS belum dilaksanakan untuk menentukan
anggola Direksi yang baru tersebut, maka uniuk sementara Perusahaan diurus oleh Dewan
Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, yang ditunjux dengan rapat
Dewan Komisaris.

A4 UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (UKK) DIREKSI
Up kelayakan dan kepatutan (UKK} terhadap bakal calon Direksi dilakukan oleh lembaga profesional
vang ditunjuk oleh Menler BUMMN atau dapat juga dilskukan oleh Tim Evaluasidan PT PP (Persero)
Thk. Proses dan hasil pendaian UKK bersifal rahasia dan hanya dipergunakan aleh Pemegang Saham
dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perseroan,

1} Tahap awal dari UKK adalah menentukan bakal calon anggota Direksl untuk iy Pemegang
Saham mengatur fentang peneiapan bakal calon angggota Direksi sebagal benkut:

a. Sumber Bakal Calon anggota Direks! berasal dari internal Perseroan PT PP (Persero) Thk,
b. Bakal calon dari Talentz Infemal Perseroan PT PP (Persero) Thk, dwsulkan metalul Dewan
Komisaris PT PP [Persero) Thk.

2} Depufi Kementerian BUMN | Tim Evaluas! kemudian mengevaluas! dan memastikan bahwa bakal
calon yang akan ditelapkan menjadi calon anggota Direksi sudah memenuhi persyaralan fomal
dan persyaratan (@innya.

3} Masa berlaku hasil penilaian UKK adalah selama 2 (dua) tahun temitung sejak tanggal hasil UKK
diterbitian

4} Pengangkatan kembali anggota Direksi pada posisi jabatan yang sama dalam satu Perusahaan,
dapat ditakukan tanpa UKK, apabda dindai mampu malaksanakan tegasnya dengan baik selama
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masa jabatannya yang antara lain didasarkan pads pencapatan large! kinera perusahaan,
kekompakan Tim, Integritas, dan rekam jejak (frack record). Penyajian hasil penilaian dapal
dilakukan dalam bentuk narasi kualitabf.

5) UKK terhadap bakal calon yang berasal dari anggota Direksi BUMN dan/atau mantan anggota
Direksi BUMM dapat dilakukan oleh Tim yang dibenfuk oleh Menteri, dengan mengevaluasi
pencapaian target kinerja perusahaan, kekompakan Tim, Integritas dan rekam jejak {frack record)
yang bersangkutan selama menjalankan tugasnya sebagai Direks: BUMN. Penyajian hasil UKK
dapat dilakukan dalam bentuk narasi kuaditatif,

G) Menteri BUMN dapat mengevaluas: hasil UKK Lembaga profesional atau Tim yang dibentuk oleh
Menteri, sebelum bakal calon tersebul ditetapkan sebagal Direksi. Evaksasi hasil UKK lembaga
profesional dapat dilakukan melalu Tim yang dibentuk aleh Mantarn.

7) Bakal calon Direksi digvaluasi oleh Tim yang dibenfuk oleh Menten dengan melibatkan Komisans
Utama atau Ketua Komete Dewan Komisans yang metakukan fungsi Nominasi

&) Bagl bakal calen yang telah dinyatakan memenuhl persyaratan formal dan parsyaratan lain serla
iulus UKK, dapat ditetapkan menjadi anggota Dineks: melalui keputusan RUPS

9) Calon anggota Direksi harus menandatangani surat pemyataan mengundurkan diri dari jabatan
kain yang dilarang untuk dirangkap dengan |abatan anggota Dsreksi ferhitung sejak yang
bersangkutan diangkat menjadi anggota Cireksi (jika ada). Apabila yang bersangkutan tidak
mengundurkan din dalam jengka waktusebagasmana dialur dalam peralursan perundang-
undangan, maka jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir pada batas wakiu tersebut.

10) Anggota Direksi terpelih menandatangani Kontrak manajemen, Pakla Inlegritas dan surat
pernyalaan yang berisl kesanpgupan untuk menjalankan tugas dengan balk dan bersedia
diberhentikan sewaklu-waklu berdasarkan pedimbangan BUPS.

11) Anggota Direksi mulai menjabat secara efekiif ferhiung sejak tanggal penyerahan keputusan atau
tanggal yang ditetapkan dalam keputusan RUPS,

A5, KONTRAK MANAJEMEN

1) RUPS memastikan Direksl telah menandatangani kontrak manajemen;

2) Konlrak manajemen adalah kesepakatan yang dibual okeh Direksi bersama dengan Dewan
Komisars lentang pencapsan langel - targel yang harus dicapal Direksi dalam melakukan
pengurusan Persaroan;

4 Fontrak manajemen memuat janji alau permyataan Direksl uniuk memenuhi segaia target-target
yang dietapkan setiap tahun:

AB. MASA JABATAN DIREKS!

i) Masa jabatan anggota Direks| yang ditetapkan dalam RUPS tidak boleh bebih dani 5 (lma) tahun
atau lerhitung sejak langgal pengangkatan yang difefapkan cleh RUPS dan berakhir pada
penulupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal penganghkatannya, namun tidak
mengurang! hak dan EUPS untuk sewakii-wakiu dapal memberhentikan para anggota Direksi
sabelum masa jabatannya berakhir, Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksl dapat

—
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diangkat kembali cleh RUPS untuk satu kall masa jabatan;
2} Masa jabatan Direksi barakhir apabila Direksi yang bersangkutan:

a,  Kehilangan kewarganegaraan Indonesia

b.  Mengundurkan din, seria pengunduran difnya lelah efekiif dan Direksi yang bersangkufan
sudah menyampaikan partanggung-jawaban atas tindakan- tindakannya di dalam RUPS,

Meninggal dunia;

Masa jabatannya berakhir;

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

Dinyatakan pailit cleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang letap;

Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggola Direksi berdasarkan kefenfuan Anggaran

Daszar dan persturan perundang- undangan, termasuk tetapl bdak terbatas pada rangkap

fabatan yang dilarang

3) Anggota Dereksi berhak mengundurkan din dari jabatannya dengan membentahukan secara tertulis
mengenal maksudnya fersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham,
Dewan Komsarns dan anggota Direksi lamnya paling lambat 30 (tiga puluh) han sebelum tanggal
pengunduran dinnya dan berlaky sejak tanggal disetupi permohonan pengunduran dirnya oleh
RUPS, Namun jika telah kewat jangka waktu 30 {kga puluh) hari unfuk menyampatkan permehonan
pengunduran din tersebut, maka anggota Direksi yang bersangkutan dinyatakan berhenti dan
Jabatannya tanpa memerlukan persetujean RUPS.

4) Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupan satelah masa jabatannya berakhir, kecuali
berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkulan  wallb  menyampaikan
pertanggungjawaban atas findakan-tindakannya yvang belum diterima penanggunglawabannya
oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Perlanggungjawaban lersebut dibual secara terfulis berisi
mengena kegiatan yang telah dilaksanakan sampal dengan tanggal pengunduran din dan
hasinya,

5) Dewan Komisarls berhak memberhentikan untuk sementara wakiu seorang atau lebih anggota
Cireksl, apablla mereka berindak bertentangan dengan A&nggaran Dasar atau ferdapat indikasi
melakukan lindakan yang meruglkan Persercan atau melalakan kewajibannya atau terdapat
alasan yang mendesak bagi Perusahaan,

6) Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersanghkutan
disartai alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tindakan tersebut dengan lembusan
kepada Diraksi.

7) Pemberntahuan sebagaimana dimaksud pada poin 5 tersebul di atas, disampaikan dalam wakiu
paling lambat 2 (dua) har setalah ditatapkannya pembernentian sementara tersebul.

8) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara fidak berwenang menjalankan pengurusan
Persercan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan balk di
dalam maupun d luar pengadilan

9) Ualam jangka waktu 30 (tiga puluh) han setelah tanggal pemberhentian semantara iarsebul,
Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan
kepulusan pemberhentian sementara tersebul dengan terdeblh dahulu membenkan kesempatan

Lo L L
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pada anggota Direksi yang bersanghutanuntuk membela din

10} Jika RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka wakiu sebagaimana ditetapkan dalam poin 8 atau
RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian semeniara tersebut dinyatakan
batal dan anggota Direksi yang diberheniikan kembak menjalankan tugas dengan kuasa dan
kewenangan yang sama.

11) Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang alau ditelapkan kemball dengan alasan yang
sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal

12) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pembarhentian semeniara, maka anggota Direks| yang
bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

13) Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebul fidak hadir dafam RUPS sefelah
dipangail secara fertulis. maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara fersebut dianggap
tidak menggunakan haknya untuk membela dirnya dalam RUPS dan telsh menerima keputusan
RUPS

AT, PROGRAM PENGENALAN DIREKSI

1)

2)
3)

4)

)

Anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti Program Pengenalan agar dapal
memahami tugas dan tanggung wab sebagal Anggota Direks), proses besnis Perseroan,
serta dapal bekerja setaras dengan Dvgan Perseroan lannya

Penyelenggaraan Program Fengenalan merupakan fangoung jawab Sekrelaris Perusahaan

Program Pergenazlan bagl Anggota Direks! yang baru diangkat sekurang-kurangnya

mencakup;

a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Persercan;

b. Keterangan mengenal iugas dan fangoung jawab Direksi dan Dewan Komisans | Fiduciary
Dty

c. Gambaran umum mengenal Persercan berkaitan dengan Visi, Misi, Nilal Perusahaan,
sifat dan lingkup kegiatan, kinerja kevangan dan operasi, strateqgt, rencana jangka pendek
dan |angka panjang, tingkal rsiko, pesisi kompetitif, dan berbagai masalah strategis
lainnya;

d. Keterangan mengenai lugas, wewenang, fanggung jawab dan hak-hak Direksi serla
keterangan yang berkaitan audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan
pengendalian intemal, termasuk Komite Audil.

Sekretans Perusahaan menyiapkan hal-hal yang diperlukan uniuk melakukan program
pengenalan seperti jadwal perfemuan dengan Dewan Komesans dan Pejabat Perusahaan serla
malerl presentasl Direktur Utama serta mendokumentasikan daftar hadir atas pelaksanaan
program pengenalan,

sekretars Perusahaan menyiapkan dan menyampaikan undangan yang dilengkapl dengan
bahan-bahan program pengenalan Anggata Direksi yang baru.

) Anggota Direksl yang baru difunjuk mempelajar bahan-bahan yang diterima. Apabila diperukan,

sekretans Perusahaan mengatur kunjungan Direkst ke unit kerjafkantor cabang/proyek
Perusahaan.
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7} Program pengenalan dapal berupa presentas:, pertemuan, Kunjungan ke kanfor unit kergal
proyek, atau program faimnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

A8, PROGRAM PENCIDIKAN DAN PELATIHAN DIREKSI

Program pendidikan dan pelathan profesional yang berkelanjutan untuk Direksi dinilai penting sedain
unfuk kemajuan Perseroan juga agar Direksi selalu mendapatkan informasi terkini fentang
perkembangan bismis Perseroan dan dapat mengantisipasi permasalahan yang akan timbul
dikemudian hari didalam Perseroan. Direkst menyusun program pelatihan/seminar yang akan dikui
dan memasukkan perkiraan anggaran yang dibuluhkan dalam Rencana Kena dan Anggaran
Perusahaan (REAP),

Direksi diharapkan dapat berbagi mécrmasi dan pengelahuan (shanng knowledge) kepada Direksi
lainnya, dari program pendidikan dan pelatihan yang telah digkutinya

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

. TUGAS DIREKSI

Direksi adalah Organ Perseroan yang berlugas mengalankan ssgala tindakan yang berkaitan dan
bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan unluk kepentingan Perseroan sesual dengan
maksud dan tejuan Parseroan, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan saria mewakil
Perseroan bak di dalam maupun di luar Pengadilan tenfang segata hal dan segala kejadian dengan
pembatasan sebagaimana diatur dalam peralturan perundang-undangan, Angogaran Dasar danfatau
keputusan RUPS.

Tugas Direks: adalah:

1] Memimpin, mengurus, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan fujuan Persercan dan
senantiasa berusaha meningkalkan efesiensi dan efekiivitas Perssroan;

2] Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;

3] Mempekerjakan, menetapkan besamya gaji, memberikan pelathan, menstapkan jenjang kar,
serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnik, agama,
fenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai sesecrang, alau keadaan khusus lainnyz yang
dilindungl aleh peraturan perundang- undangan,

41 Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dan segala bentuk tekanan (pelecehan) yang
mungkin timbul sebagal akibat perbedaan watak, keadaan pribadi dan latar belakang
kebudayaan sesearang,

§) Memastikan bahwa aset dan Iokas| usaha sera fasiitas Persercan lainnya, memenuhi
peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kara seria
pelestarian lingkurgan;

B Menandatangan Pakia integritas untuk findakan transaksional yang memerlukan persetujuan
Dewan Komisans dan/atau RUPS:

7} Menerapkan GCG secara konsisten dan berkelznjutan dengan berpedoman pada peraturan
yang beriaku dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta Anggaran
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Dasar Perseroan;

B) Menyusun pedoman GCG yang diantaranya memuat Board Manual, Manalemen Rislko
Manual, Sistem Pengendalian Intem, Sistem Pengawasan Intern, Whiste Blowing Sysfem
(WEBS), Tata Kelofa Teknalogi Informasi dan Pedoman Penlaku/Codeof Conduet [Co;

) Mefakukan tndakan sosialisasi dan pengukuran terhadap penerapan GCG, Pengukurannya
dalam bentuk penilzian (assesement) vang dilakukan dan avaluasi (reviaw);

10) Menyampaikan informas| mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan
Komisaris di anak perusahaanperusahaan patungan danfatau perusahaan lain, termasuk
rapai-rapat yang dilakukan datam saiu tahun buku {rapai intemal maupun rapal gabungan
dengan Dewan Komisaris), serts gaji, fasilitss dan/stau tunjangan lain yang diterima dari
Perseroan dan anak perusahaan' perusahaan palungan Persercan, unftuk dimuat dalam
Laporan Tahunan Perseroan;

11) Melaporkan kepada Perseroan mengenal kepemilkan sahamnya dan/atau kelyarganya
(istri'suaml dan anak-anaknys] pada Perseroan yang bersangkutan dan perusahaan [ain,
lermasuk sefiap perubahannya,

12) Membuat, mengisi dan menyerahkan e-LHKFN (Laporan Harta Kekayaan Henysienggara
Negara) secara online dan disampaikan paling fambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya ke
®omisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dangan ketentuan sebagal benkut:

a. Peiaporan e-LHKPN wajib bagi Anggeta Direksi yang baru pertama ka¥ menjabat, anggola
Direksi yang diangkat kembali setelah berakhimya masa |abatan/pensiun, dan anggota
Direksi yang mengakhin masa jabatan/pensiun,

b, Penyampaian e-LHKPN diakukan secara periodik setiap 1 {satu) tshun seksl alas Harla
Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januan samgpai dengan tanggal 31 Desember,
dan taparan e-LHKPN tersebul harus sudah ditenma aleh KPK paling lambat tanggal 31
Marat tahun berkutnya,

¢ Pemenksaan e-LHKPN terhadap Direksi yang telah berakhir masa jabatannya atau
pensiun, dilakukan sampai dengan batas wakiu paling lama 5 (fima) tahun terhitung sejak
berakhimya masa jshatan alau pensiun,

B.1.1. Tugas dalam RUPS
Cralam hubungannya dengan RUPS, Direks! berlugas antara lain;

1) Memberkan perdanggungawaban dan segala kelerangan tentang keadaan dan
|alannya perusahaan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan ksuangan tahunan
kepada RUPS

2} Menandatangani Laporan Tahunan, dalam hal ada anggota Direksl menalak unluk
menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutian alasannya.

3) Memangail dan menysienggarakan RUPS Tahunan dan atau RUPS Luar Blasa. RUPS
hendaknya direncanakan dengan matang dalam hal menentukan jempat, waki

penyelenggaraan, prosedur serla agenda rapat sesual dengan Angaran Dasar
Perusanaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait. Dalam pelaksanazannya
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6)
7

sedapat mungkin dihindan adanya perubahan-perubahan yang dapal membingungkan
para Pemegang Saham.

Menyediakan bahan rapal RUPS dan diberkan cuma-cuma kepada Pemegang
Saham.

Memberikan Risalah RUPS kepada Pemegang Saham jika diminta oleh Pemegang
Saham,

Meminta persetujuan RUPS jika zkan dilakukan perubahan Anggaran Dasar.

Direktur Utama mermimpin RUPS apabila anggota Dewan Komesans yang telah ditunjuk
oleh Komisans Utama untuk memimpin RUPS tdak hadir. Dalam hal Direklur Utama
berhalangan hadir dalam RUPS maka Direktur Utama wajib menunjuk secara terfulis
salah salu anggota Direksi untuk memimpin RUPS,

B.1.2. Tugas dalam Menyusun Strategi dan Rencana Kerja, antara lain :

1

2)
3
4)
3)

)

7

Menyusun menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan sirategi Perusahaan, Pengkajian
visi dan mési dilakukan minimal 3 (tiga) fahun sekali atau sefiap saat bila diperukan
penyesuaian,

Mengusahakan dan menjamin feraksananya siralegi perusahaan dalam rangka
mencapal fujuan'sasaran yang telah ditetapkan.

Menyiapkan rencana pengembangan perusahaan serla menyampakannya kepada
Dewan Komisans dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan/persedujuan.
Menyusun dan menetapkan kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan RJPF dan
RKAP.

Menyusun'meanyliapkan RJPP.

Menyiapkan REAP sebagal penjabaran rencana tahunan dan RIPP untuk setiap tahun
buku disertai perincian anggaran yang selanjutnya disetujul dan disahkan cieh Dewan
K.omisars.

Mengupayakan tercapainya target-target ;angka pendek yang tercantum dalam RKAP

Tata cara penyampalan RKAP kepada Dewan Komisarns diatur sebagai berikut

1)

<)

3

Direksl menyusun drafl RKAP dan menyerahkannya kepada Dewan Komisaris selambat-

fambatnya tanggal 31 Oklober sabelum dinulainya tahun buku yang akan datang. Draft

RKAP memuat:

a. Rencana Kerja Perusahaan

b. Anggaran Perusahaan

t. Proyekal Keuangan Pokok Perusahaan, yang memuat Proyeksi Neraca,
Proyeksi Laba/Rugl, Proyeks! Arus Kas dan Sumber dan Penggunaan Dana

d. Proyekal Keuangan Pokok Anak Perusahaan

e Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dewan Komisans mengkaji dan memberikan tanggapan ferhadap draft RKAP yang

diusulcan Diraksi.

Direksl menerma tanggapan dan melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta
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4) Dewan Komisarss memberikan persetujuan sebelum tahun buku dimalal,

Dalam hal permohonan persefujuan RKAP befum memperoleh persefujuan sampal batas
waklu yang ditentukan, maka RKAP Tahunan Perseroan sebelumnya yang diberlakekan.

B.1.3. Tugas dalam Sistem Pengendalian Intern

1] Dhrewsi harus menetapkan kebgakan S:stem Pengendalizn Intem vang efektd untuk
mengamankan investas: dan aset Perusahaan.

2] Kebijakan Sistem Pengendalian Intem Perusahaan harus diimplementasikan secara
efaktif uniuk mencapai tujuan Perusahaan.

3) Dalam memastikan Sistem Pengendalian Intern berfungsi secara efekif, Direksi dibantu
oleh Internal Awdit dalam memberkan pemvyataan fentang fGngkat kecukupan
pengendalian intem Perusahaan pada level operaswonal dan level entitas.

4) Direksi menerbitkan laporan tentang tingkat kecukupan pengendalian intemal (infernal
control repor] pada akhir tshun, yeng berisikan pemyataan bahwa managmen
bertanggungjawab untuk menretapkan dan memelihara struidur pengendalian intem dan
prosedur pelaporan keuangan yang memadai serta efekfivias struklur pengendalian
interm,

5) Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan lerhadap peraturan
peraturan perundangan-undangan yang bertaku dan peranjian dengan phak ketiga dan
manjatankannya

B.1.4. Tugas dalam Pengelolaan Manajemen Risiko
Oireksl menerapkan manajemen rsiko dan melaksanakan secara konsisten mencakup:

1) Identfikasi nsiko, yailu proses unfuk mengenali jeris jenis risko yang relevan dan
berpotens| akan terjadi,

) Pengukuran risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak, dan probabilitas dar
risiko yang telah diidentifikas!.

3) Pedoman penanganan Risiko, yatu proses untuk menefapkan upays-upaya yang
harus dilakukan untuk menangan apabila terjadi suatu risiko terfentu

4) Pemantauan Risko, yaifu proses pemantauan ferhadap pelaksanaan manajemen
nsiko, melakikan pengukuran dampak nisike yang teradi dan melskukan koreksi
terhadap Pedoman Penangan Risiko apabila dampak yang terjadi tidak sesvai dengan
yang deharapkan.

5} Evaluasi, yailu proses kajian termadap kecukupan keselurnshan aktivitas manajemen
risiko yang dilskukan didalam Pemsahaan.

5} Pelaporan dan pengungkapan, yaitu proses uniuk melaporkan sistemmanagemen risiko
yang difaksanakan perusahaan beseria pengungkapannya pada pihak pihak tarkalt
sasual kelentuan yang berlaku,

7) Direksi membuat rencana kerja perusahaan unituk menerapkan kebijakan manajemen
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8) Dalam hal Uindakan Perusahaan unfuk menangani risiko yang harus mendapatkan
persetujuan  Dewan Komiszns, Direksi mengajukan usulan kepada Dewan
Komisans/RUPS.

B.1.5. Etika Berusaha dan Anti Korupsi

Direksi berkewajiban unfuk mengembangkan dan memimpin penerapan Good Carporale

Govemance serta melakukan pengukuran ferhadap penerapannya;

1] Direksi berkewsjiban memantau dan mendorong dilaksanakannya code of conduct oleh
SEMua insan perusahaan,

2] Anggota Direxsi dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik
langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerntah
dan atau pihak-pihak lain yang dapal mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa
yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesual peraturan perundang-undangan
yang beriaku,

3} Direksi berkewajban untuk mencegah pengambilan keuntungan prbadi yang
thsebabkan adanya benturan kepenfingan

4} Direksi menetapkan kebjakan tentang kepatuhan Pelaporan Harta Kakayaan
Penyelenggara Negara (eLHKPN).

5) Direksi menetapkan kebigkan tentang pengendalian gratifikas dan memantau
pelaksanaannya.

G) Direksi menatapkan kebijakan tentang sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan
pada perusahaan (whistle blowing sysfem), menindaklanjut setiap informasi/pengaduan
yang diterma dan melindungi kerahasizan pelapor.

7) Direksi berkewajban untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi yang
disebabkan adanya benturan kepenfingan

B.1.6. Tugas dalam Hubungan dengan Stakeholders
1} Untuk meningkatkan hubungan dengan sfakeholders Direksi menetapkan kebgakan
cperasi Perusahaan yang mengatur hubungan dan kewajiban terhadap stakeholders.
Z} Direksl wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta bebas dan
segala bentuk tekanan {pelecehandharassment)

B.1.7. Tugas Penyusunan dan Penyampaian Laporan Manajemen
Direksi wajlb menyusun dan menyampalkan Laporan Manajemen Perusahaan Laporan
Manajemen merupakan laporan berkala yang memual pelaksanaan Rencana Kera dan
Anggaran Perusahaan manurut cara dan wakiy sesual dengan ketenfuan yang berlaku
kepada RUPS dan Dewan Komisaris.
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B.18. ‘T‘ugaz- Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahunan

Direksi wajib menyusun dan menyediakan serfa mengumumkan Laporan Tahunan

Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT, Tata cara penyampaian Laperan Tahunan dari

Drrekst kepada RUPS adalah sebagai berdkut;

1) Direkst menyusun dan membual Laporan lahunan yang sudah diperiksa oleh Akuntan
Publik dan kemudian ditandatangani oleh semug anggota Direksi dan semua anggata
Dewan Komisaris

) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 {lima)
bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhalikan kedentuan yang beraku

3} Laporan tahunan harus memual sekurang-kurangnya;

i.  Laporan keuangan yang ferdin atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun
buku yang baru fampau dalam perbandingan dengan lahun buku sebalumnya.
lzporan laba rugi dar tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan
laperan perubahan ekuitas, serta catatan alas laporan keuangan tersebut

il.  Laporan mengena kegiatan Perseroan

lii. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
lv.  Rincian masalzh yang timbul selama fahun buky yang mempengaruhi kegiatan
usaha Perseroan

v.  Laporan mengenal lugas pangawasan yang felah dilaksanakan oleh Dewan
Komisans selama tahun buku yang baru dan ampau

vi.  Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

vii.  Gajl dan funjangan bagl anggota Direksi dan gay atau honorarium dan
wnjangan bagl anggota Dewan Komisars Perseroan untuk tahun yang bar
lampau

4) Perselujuan atas Laporan Tahunan, termasuk pengesahan iaporan keuangan serta

laporan tugas pengawasan Dewan Komizars dan kepulusan penggunaan laba
ditetapkan oleh RUPS Tahunan.
Persetujuan atas Laporan Tahunan lermasuk laporan tugas pengawasan okeh Dewan
Komisaris dan pengasahan faporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarii memberikan
pelunasan dan pembebasan kepada para anggols Direksi dan anggota Dewan
Komisarls atas pengurusan dan pengawasan yang lelah dijalankan selama tatun buku
yang faky, sejauh bndakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan, termasuk laporan
keuangan, laporan lugas pengawasan oleh Dewan Komisars, seria sesuai dengan
ketentuan yang berlaku,

Laporan Tahuman temmasuk laporan keuangan harus disediakan di kantor pusat
Perseroan sejak tanggal pemanggllan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS
Tahunan
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B.1.9. Tugas angululunn Dokumen Perusahaan

1) Direksi menetapkan kebijakan dalam pengefolzan Dokumen Perusahaan lermasuk
gflizsinya, sesual peraturan perundangan yang mengalur lentang Dokumen
Perusahaan, mencakup,

a. Klasifikasi dokumen perusahaan,

b. Pembuatan catatan dan penyimpanan dokumen pergsahaan;

c. Kelentuan dan lata cara pengalihan benfuk dokumen (dar kerias ke bentuk
mikrofilm atau media lainnya) dan legalisasinya; serta

d. Kelentuan dan lata cara pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan dokumen

21 [Dalam pengeiolaan dokumean perusahaan, Diraksi wajib:

a. Membual daftar pemagang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapal
Direksi, membual Laporan Tahunan dan dokumen kauangan perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. B Tahun 1987 tentang
Dokumen Perusahaan;

b. memekhara seluruh caftar, risalah, dan dokumen keuangan parusahaan, seria
dokumen perusanhaan lannya;

¢ menyimpan seluruh dafiar, risalah, dan dokumen keuangan perusahaan, serla
dokumen parusahaan lainnya di lempat kedudukan Persaroan

3} Atas permohonan teriulis dan pemegang saham, Direksi memberi izin kepada
peregang saham untuk memerksa daftar pemegang saham, daftar khusus, nsalah
RUPS, dan Laparan Tahunan, seda mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan
Laporan Tahunan.

4) Direksi menyusun kebijakan pengelotaan informast dan/atau dokumen elekironik, serta
memastikan keandalan sistem eleklronik di Perusahaan dalam  menungng
penyeienggaraan fransaksi elektronlk dan Kegialan Perusahsan pada umumnya.
Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 lentang Informasi dan Transaksi Elekironik,
informasi elekironik dan'atau dokumen elektronik danfatau hasil cetaknya ditstapkan
sebagai alat bukd hukum yarg sah.

B.1.10. Tugas Menyimpan Daftar Pemegang Saham
1) Direksi menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan dokumen-
dokurnen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundangan.
2) Daftar Pemegang Saham tersebut memuat:

a. Nama dan alamat para Pemegang Saham,

b. Jumiah, nomor dan  tanggal  perclehan saham  yang dimilki  para
pemegang saham;

¢, Jumlah yang dsetor atas setiap saham;

d. Wama dan alamat dari orang/persecrangan/badan hukum yangmemgpunyai hak
gacal atas saham alsu sebagai penenma jaminan fidusia saham dan tanggal
perolehan hak gadal atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut

Pedomen Tatn Karp Cinsisi FT PP Enengi Tahun 2027 el

W [WETH l:'nui.h.

: i e A




(on)
\PP;
EMERGI

Frrnghying

e. HKeterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
f. Ketsrangan lainnya yang diangaap perlu clah direksi

3) Dalam Daftar Pemegang Saham, dicatat pula seliap perubahan kepemiikan saham,

4) Daftar Pemegang Saham wajib disediakan di lempal kedudukan Perseroan agar dapal
dilihat aleh Pemegang Saham.

&) Daftar Khusus adalah daftar yang bensikan kepemilikan saham danjatauperubahan
kepemilikan saham Anggota Direksi dan Dewan Komisarisbeseria keluarganya datam
Perseroen dan‘atau pada perserdan lam serta fanggal saham itu diperolah.

B) Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Femegang Saham dan
Daftar Khusus sebaik-baiknya.

B.1.11. Tugas dan Kewajiban Lain
Menjalankan kewajiban-kewa|lban lainnya sesual dengan kelentuan-ketentuan yang diatur
dalam Anggaran Dasar dan yang diletapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
berdasarkan peraturan perundangundangan yang baraku.
Direksi menetapkan kebijakan mengenal tanggung jawab sosial dan lingkungan
perusahaan. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intem yang berkualitas dan
afekiif.

B.2. WEWENANG DIREKS| Direksi Barwenang:

1) Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan;

2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi unfuk mewakili Persercan di dalam dan di fuar
Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk ity termasuk
pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maspun bersama-sama dan/atau badan lain;

&) Mengatur ketertuan teatang pekena Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun, slau
jaminan hari tus dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraluran
perundang-undangan yang bedaku;

4) Mengangkat dan memberhentkan pekena Perseroan  berdasarkan  peraturan
ketenagakenaan Persercan dan peraturan perundang-undangan;

§) Mengangkat dan membarhentikan Sekretars Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas
Intern dengan persetujsan Dewan Komisarg;

B} Menghapusbukukan piutang macet dengan keteniuan sebagaimana diatur dalam Anggaran
Dasar dan yang selanjuinya dilaporkan kepada Dewan Komisans selanuinya dilaporkan dan
dipartanogung|awabkan dalam laporan tahunan;

T) Tidak menagin lagi pistang bunga. denda ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang
dilakukan dalam rangka restrukturisasl danfatau penyelesaian piutang serta melakukan
perbuatan lain dalam ranaka penyelesaian plutang Persercan dengan kewajiban melaporkan
kepada Dewan komisaris yang ketentuan dan fata cara pelaporannya ditelapkan oleh Dewan
Komisaris;

B} Melakukan segala lindakan-tindakan dan perbuatan lainnya mengeanal pengunisan maupun
pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak fain danfatau pihak lain
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dengan Perseroan, seria mewakili Persercan didatam dan di luar Pengadilan tentang segala
hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan atau kepubssan RUPS,

) Direksi selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham mayoritas pada setlap anak
perusahaan berwenang antara lzin untuk |

Menetapkan, mengelola, mengendalikan dan memantau kebijakan strategis dan
operasional yang akan dilaksanakan oleh anak perusahaan, yakni seluruh kebijakan
yang dapat secara malenal mempengaruhi kondisi anak perusahaan dan dapat
memberikan niai tambah yang dituangkan dalam bise -print untuk diratifikasi dalam
RUPS anak perusahaan;

Merencanakan, memutuskan, mengedola, sekaligus mengendalikan kegiatan dan fungs
yang bersifat strategs, antara lain pengelolaan cash management, logistic, pengadaan,
capital expenditure dan lainnya;

Menetapkan kebijakan strateqis dan operasional yang belum ditetapkan dalam blue
prinil,

Menetapkan kebdjakan struktur organisasi 1 (salu) tingkat dibawah Direksl anak
perusahaan dengan memperhalikan masukan dar Dewan Komisars anak perusahaan;
Memberikan persetujuan kepada Direksi anak perusshaan atas tindakan yang bersifat
operasional yang belum ditefapkan dalam Rencana Kera dan Anggaran anak
pefusahaan;

Mendapatkan laporan dan penjelssan berkala baik dari Direksi dan/atau Dewan
Komisans anak perusahaan serta memberikan keputusan di dalam maupun di luar forum
RUPS anak perusahaan lersebut;

Menetapkan nila atau jangka wakiu kerjasama antara anak perusahaan dergan badan
usaha atau pihak lain berupa kena sama ksensd, Kontrak manajemen, sewa-menyewa,
asel, kerjasama operasi (KS0), bangunan guna serah (BOT), bangunan milik serah
(BOWT), bangunan serah guna (BTO), dan perjanjian- perjanjian sejenisnya;

Menyetujui penyertaan modal dan jumiah penyertaan modal yang akan dilakukan olah
anak perusahaan pada perseroan lain;

Menyetujul pendinan anak perusahaan danfatay perusahsan patungan dan anak
perusahaan dimaksud;

Menyetujul pelepasan penyertaan modal pada anak perusaheen danfatau perusahaan
patungan dari anak peresahaan dimaksud,

Menyetujul penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran
anak perusahaan dan/atau anak perusahaan dan anak perusahaan dimaksud;
Menyetujul penghapusbukuan plstang hidak tedagih dan/atay menyetujui pejualan
lerhadap persediaan barang tidak dapat digunakan oieh anak perusahaan;

Menetapkan dan/atau mengubah fogo, serla merk dagang anak perusahaan;

Menyetujul pendinan yayasan, organisasl dan/atau perkumpulan yang beroadan hukum
batk yang berkaitan langsung maupun fidak langsung yang dibentuk oleh anak
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pergsanaan;

o. Menyemjui pembebanan biaya dan kewajiban yang bersifat tetap dan rufin uniuk
yayasan, organisasi danfatau perkumpulan yang berbadan hukum yang dibentuk oleh
anak perusahaan;

p. Menyetujui pembelian asat lahan dan/atau lamd Bank untuk kegiatan usaha properi
maupun dijadikan sebagai akliva tetap, demgan lerdebih dahulu mendapatkan
persetujuan Dewan Komisans dan nitai tertentu yang ditetapkan cleh Dewan Komisars.

10) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan
pengabdiannya secara penuh pada lugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan,

11} Dalam mefaksanakan lugasnya, anggola Direksi harus memaluhi Anggaran Dasar ini dan
peraturan perundang-undangan seria wajib melaksanakan prinsip-prnsip profesonaksme,
efisensi, transparans), kemandinan, akuntabilitas, perlanggungjawaban serla kewajaran.

12} Dalam melaksarakan tugasnya, sellap anggola Dweksi wapb dengan itikad bailkdan penuh
tanggung jawab menjalani tugas untuk kepentingan dan usaha Perssroan dengan
mempertimbangkan risiko usaha dan mengindahkan peraturan perundang- undangan yang
berlaku.

Direksi Berkewajiban:

1] Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegialan Perseroan sestar dengan
miaksud dan lujuan serts kegiatan usakanya,

2] Menyapkan pada waklunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan Perserpan dan rencana kerja kainnya serta perubahannya untuk
disampaian kepada Dewan Komisans dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisarls.

3} Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus. Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi,

4) Membual Laporan Tahunan yang aniara iin berisi laporan keuangan, sebagal wulud
pertanggungawaban  pengurusan Persercan, sera dokumen kewangan Perseroan
sebagamana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumean Perusahaan.

5} Menyusun faporan keuangan berdasarkan Stancar Akuntansi Keuangan dan menyesahkan
kepada Akuntan Publik untuk dizudit.

6} Menyampaikan Laporan Tahunan seteleh ditelaah oleh Dewan Kemisaris datam [angka wakiu
paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buky Persercan berakhir kepada RUPS untuk
disetulul dan disahkan,

7) Memberikan penjetasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan,

8) Menyusun laporan tinnya yang dwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan,

9) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan
Komisans dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuzngan Perseran
dan dokumen perseroan lainnya,

10) Menyimpan di tempal kedudukan Persernan: Daftar Pemagang Saham, Daflar Khusus,
Risalah RUPS. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan
dan dokumen kevangan Perseroan serta dokumen persernan lainnya.
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11) Mengadakan dan memelhara pembukuan dan adminisirasi Perseroan sesuai dengan
kelaziman yang berlaku bagi sustu perseroan,

12) Menyusun sistem akuniansi sesuai dengan Standar Akuniansi Keuangan dan berdasarkan
prinsip pengendabian inlemn, terulama fungsl pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan
pengawasan.

13) Memberikan laporan berkala menurul cara dan wakiu sesugi dengan ketentuan yang berlaky,
serta laporan [ainnya sefiap kali diminta cleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham |
dergan memperhalikan peraturan perundang- undangan khususnya peraturan di bidang Pasar
Modal

14) Menyiapkan susunan organisasi Parsercan lengkap dengan perincian dan tugasnya.

15 Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan
kKomisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwama, dengan memperhatikan peraturan
parundang-undangan khusunya peraturan di bidang Pasar Modal.

16) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan kelentuan yang diatur dalam
Aripgaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS.

17) Dalam medaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan
pengabdiannya sacara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Persercan.

18) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus memaluhi Anggaran Dasar dan
peraturan perundang- undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi,
ransparansi. kemandinan, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

19) Setiap anggots Dweksi wajib melaksanakan fugas dan tanggung jawab dengan itkad baik,
penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, unfuk kepenfingan dan usaha Persercan dengan
mempertimbangkan nsiko usaha dan mengindahkan perundang- undangan yang berlaku

20) Menyusun Piagam Direksi

21) Menetapkan pedoman dan/atau kebijakan tata kelola kegiatan investasi setelah terlabih dahulu
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris,

8.2.1. Wawenang Mewakili Direksi dan Perseroan
Pelaksanaan wewenang Direksi untuk setiap tindakan yang mewakili Direksi dan kepentingan
Perseroan maka harus ferlebih dahulu mendapal persetujuan dalam Rapat Direksi, lermasuk
untuk sebiap penyampaian Informasi Perusahaan yang materdal unfuk pihak kefiga dan publik
pada umumnya.

Direktur Utama berhak dan berwenang bartindak untuk dan alas nama Direksi serta mewakli
Persergan

Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak pariu
dibukiikan kepada pihak kefiga, maka berlaku ketentuan Direks: akan diwakili oleh salah seorang
Dirextur yang berfindak untuk dan alas nama Direksi serts mewskik Persersan sesual dengan
Keputusan Rapat Direksi.
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B.2.2. Anggota Direksi yang Tidak Berwenang Mewakili Perseroan
Anagota Direksi tidak berwenang mewakii Perseroan bak di dalam maupun di luar pangadilan
apabsla:
1} Terdapatl perkara di depan Pengadilan antara Perserpan dengan Anggofa Direksiyang
bersangkutan; atau
2} Anggota Diseksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan denganPersercan.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dissbutkan di atas, yang berwenang mewakii

Perseroan adalah:

1) Direksi lainnya, yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan,atau

2) Dewan Komisarls, dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturankepenlingan
dengan Parsercan; atau

3) Pinak fain yang ditunjuk RUPS, dalam hal seluruh Anggota Direksi atas Dewan Komisans

mempunyai benfuran kepentingan dengan Perseroan.

Dalam hal selunsh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan
tidak ada saiu pun Anggots Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakill oleh pihak fain yang
ditunjuk oleh RUPS.

B.2.). Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi yang Lowang

1) Dewan Komisans menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain untuk mengalankan
pekarjaan anggota Direksi yvang lowong tersebut dengan kekuasaan wewenang yang sama

2) Dengan memperhatikan ketentuan yang beraku, RUPS wajib diselanggarakan unfuk
mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Direks: berqumiah kurang
dari 2 (dua) salsh satunya Direkiur Uiama atau direkiur lainnya yang diwajibkan oleh
ketentuan yang berlaku,

3) RUPS diselangnarakan paling lambat 30 (tiga puluh) han sejak terjadinga lowangan jabatan

B.2.4, Pemberian Kuasa untuk Perbuatan Tertentu
1) Tanpa mengurangi langgung jawabnya, Diekst untuk perbuatan ledentu berwenang
mangangkat secrang atau lebih sebagal kuasanya, dengan membenkan kekuasaan uniuk
perbuatan tertentu yang diatur datam sural kuasa
2) [Dalam Rapat Direksi, apabila seseorang anggota Dieksi berhalangan hadir, maka dapat
diwzkili hanya oleh anggoia Direksi lain berdasarkan sural kuasa. Seorang anggota Direksi
hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya

B.2.5. Pelaksanaan Wewenang Direksl yang Harus Mendapatkan Persetujuan Tertulisdari
Dewan Komisaris
1) Perbuatan-parbuatan Direksl di bawah ini harus mendapal persetujuan terulls dar Dewan
Homisans untuk
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a. Melepaskan/memindahtangankan danfatau mengagunkan asel Perseroan kecuall asel
yang dicatat sebagal persediaan dengan nilal lertentu yang ditelapkan Dewan Komisans
dengan memperhaiikan kelentuan yang berlaku, lermasuk diantaranya.

Mefepaskanimemindah tangankan dan/alau mengagunkan aset yang dicatal
sebagai persediaan Persercan dalam salu ransaksi.
Melepaskan/memindah tangankan persediaan Parseroan di bawah nilal perolehan.

b. Mengadakan Kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, datam bentuk Kerjasama
[KS0), Kerasama usaha (KSU), Kerjasama lisensi, bangun guna serah (BOT), bangun
guna milk (BOQ), dan peranfan lain yang mempunyal sifat yang sama untuk
melaksanakan kegiatan usaha utama dan selain untuk melaksanakan kegiatan usaha
utama, dengan nilai fereniu yang ditefapkan oleh Dewan Komisars dengan
memperhafikan ketentuan yang berlaku.

c. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyeraan modal, termasuk perubahan
strukiur permodalan pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan
yang fidak datam rangka penyelemantan piutang, dengan nilai tertentu yang ditefapkan
oleh Dewan Komisans, dengan nilai terentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris
dengan memperhalikan ketentuan yang beraku, lermasuk:

- Melakukan penyertaan modal anak perusahaan dan perasahaan patungan.

- Melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan strukiur permodalzn pada
parsercan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka
penyelamatan piutang.

d.  Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nial ledentu yang
ditetapkan Dewan Komisars pada perseroan fain, anak perusahaan, dan perusahan
patungan dengan memperhaiikan kelentuan beraku.

e, Mengusulkan waki perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
pada anak perusahaan yang memberkan kontribusi  signifikan kepada Perseroan
dan/atau bemilai strategis vang diletapkan oleh Dewan Komisaris

f. Meiakukan perggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran
anak perusahaan dan perusahaan palungan dengan nilal terentu yang ditetapkan Dewan
Komisaris dengan mampeshatikan ketentuan yang beraku.

8- Mengikat Persercan sebagal penjamin (borgiavalis) dengan nilad ertentu yang ditetapkan
Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku,

h. Menenma pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka
menengah/panjang dengan nilai terientu yang difetspkan Dewan Komisaris dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku

. Membesikan pinfaman jangka pendekimenengah/panjang yang tidak bersifal operasional,
kecuali pinpaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris,

J. Menghapuskan dan pembukuan terhadap piuteng mace! dan parsediaan barang mati
dalam nilai lertentu yang ditetapkan oleh Dawan Komisaris

k. Melaksanakan kegiatan usaha ulama menggunakan pembiayaan oleh Perseroan terlebih
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dahulu (proyek turnkey/peefinancing) dengan nilas dan kriteria bertentu vang ditetaphkan obsh
Dewan Komisasis,

. Melakukan pembelian maupun Kerjasama asel laha danfatau land bank unluk kegiatan
usaha baik sebagai akiiva letap maupun aktiva tidak tetap, dengan nilal terentu yang
ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketenfuan yang berlaku.

m. Melakukan pembelian asel persadiaan untuk kegiatan unfuk kegiatan usaha propery
selain tanah dan/atau land bank, dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisarnis
dengan mamparhatikan ketentuan yang beraku.

n. Mefakukan pembelian aset fetap dan aset fidak tetap (selain lahan dan/atau land bank),
dangan nilai terfentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisars dengan memperhatikan
kelentuan yang berlaku

0. Menetapkan dan mengubah go Perseroan

p. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi,

2) Tindakan-findakan Direksi yang memeriukan persetujuan terfulis dar Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada poin (1) diatas diatur lebib lanjut dalam

surat PT PP {Persera) Thk No. 208EXT/PPIDURDTY perhal Batasan danfatau Kritera

Kewenangan Dewan Komisars dan Pemegang Saham Mayoritas yang dsampaikan pada

lampiran Board Manual ini.

3} Persatujuan tertulis dar Dewan Komisaris diberikan dengan ketentuan sebagal benkul:

a. Persstupan Dewan Komisans atas rencana Direksi untuk melaksanskan kegiatan-
kegiatan di atas diberikan setelah Direksi menyampaikan permohenan persetujisan usulan
kegiatan kepada Dewan Komisars yang disertal dokumen dan penjelasan sacara
lengkap.

b, Dewan Kommsans mendelegasikan wewenang kepada Sekretans Dewan Homisans untuk
memeriksa ketengkapan dokumen tersebut.

¢. Dalam hal Dewan Komssans menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisans wajgb
menyabutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oieh Direkst

d. Dalam waktu paling lama 30 {tiga puluh) han sejak diterimanya permohonan atay
pemelasan dan dokumen secara lengkap dan Direksi, Dewan Komisars harus
memberikan keputusan sebagaimana dimaksud diatas

4] Apabila dalam waktu 30 (figa puluh) han sejak diterima permohonan atau penielasan serta
dokumen dan Direkst, Dewan Komisaris fidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS
dapat memberikan kepulusan tanpa adanya tanggapan tertuls dar Dewan Komisans.

B.2.6. Palaksanaan Wewenang Direksi yang Harus Mendapatkan Persetujuan darl RUPS
Tindakan-tindakan Direks! sebagalmana dimaksued pada poin 8.2.5 yang memerlukan persetujuan
tertulis Dewan Komisarnis juga wajib mendapal persetujuan darl RUPS dengan pembatasan nilai
lebih dari 50% total kekayaan bersih Parservan {audited terakhir).
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B.3. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA DIREKSI
Direlai berfugas secara kolegial, namun agar lebih efisien dan efeklil dalam melaksanakan tugas, maka
dilakukan pembagian lugas di antara Anggota Dieksi Mamun demikian, sekalipun ielah diakukan
pembagian wgas, tanggung jawab atas pengurusan Persercan secara keseluruhan telap berada pada
Direksi secara kofegisl sebagai Crgan Perseroan.

B.3.1. Penetapan Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi
Pembagian lugas dan wewenang seliap Anggota Direks: ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS
lidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang lersebul maka pembagian tugas dan
wewenang di antara Direksi ditetapkan oleh Rapat Direksi.

B.3.2. Pembagian Tugas dan Wewenang dalam Penetapan Keputusan Direksi
Dwreksi menetapkan pembagian tugas dan wewenang dalam hal penetapan dan penandatanganan
sural Keputusan Direksi yang berkailan dengan kebijakan level korporat ditandatangani oleh
Owektur Ulama dan Direkiur terkat untuk dan atas nama Dirsks:,
Dalam hal kalegon lersebut di atas dak dapat dipenuht, maka Keputusan Direks! ditandatangan
oleh 2 {dua) Anggola Direksi yang ada

B.3.3. Direktur Utama
1) Hak dan Wewenang Direktur Litama
Direktur Utama berhak dan berwenang berlindak untuk dan atas nama Direksi sarta mewakil
Parusahaan dengan keteniuan semua findakannya telah disatujui okeh Rapat Direksi.
2} Tugas Direktur Utama

a. Mengkoordinasi penyelenggaraan fungsi pengurusan/ pengelolaan perusahaan cleh
para anggola Board of Direcior sesual lugas pokok Perusahan dan melaksanakan tugas
\ain sesual dengan keblijakan yang ditetapkan oleh RUPS.

b, Mengkoordinasikan pefaksanaan kebijgkan Direksi yang dilakukan oleh Direksi dan
mengendalikan petaksanazn tugas melfiputl penpawssan Intem, sekretarial Perusahaan,
perencanaan strategis Perusahaan, pengadaan barang dan/ atau [asa, manajemsn risiko
dan kepatuhan serta manajemen Proyek,

& Mengkoordinaskan kegiatan dan pelaksanaan fugas seluruh anggota Direksi, dalam hal:
| Merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umumPerusahaan

berdasarkan prinsip efisiensi, efektif dan sesual dengan visl, misl dan tujuan
Perusahaan.

i Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaanPerusahaan
secara menyeluruh,

i, Mengendalikan dan mangevaluasi seluruh kegiatan Perusahaan

iv.  Mengkoordinic dan menyiapkan RJPP

¥.  Menyampaikan RJPP yang felah ditandatangani bersama dengan Dewan
komesans kepada BUPS untuk mendapatkan pengesahan
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C. HAK DIREKSI
Cireksi memilik hak untuk:

1) Mendapatkan gaji berkul fasilitas dan/atau funjangan lainnya lemasuk iantiem dan saniunan purmna
jabatan yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat diimpahkan
kepada Dewan Komisaris.

2) Mengundurkan diri darl jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampakan
permohonan pengunduran dirt secara lertulis mengenal maksudnya tersebul kepada Perseroan
dengan ketentuan sebagal berikut:

a. Perseroan walib menyelenggarakan RUPS unluk memutuskan permohonan pengunduran dir
anggota Dweksi paling lambat 30 (tiga pulub) hari setelah diterimanya sural pengunduran dir
tersebul.

b. Sebelum pengunduran din beriaku efeklf, anggola Direksi yang bersangkulan lelap
barkewajian menyelesaikan fugas dan langgung |awabnya seseai dengan Anogaran Dasar
dan peraturan perundang- undangan.

c. Terhadap anggota Direksl yang mengundurkan din ftersebul telap dapat dimintakan
pertanggung jawabannya sebagai angoota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan
hingga tanggal diselujuinya pengunduran dirinya dalam BUPS dan bani ferbebas dar
tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dan RUPS Tahunan,

D. INDEPENDENSI DIREKSI
Agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Perusahaan, maka independensi Direks|
merupakan salah saty faklor penling yang harus dijaga. Untuk menjaga independens], maka Panusahaan
menetapkan ketentuan sebagai berkut:
1) Selain organ Perusahaan, pihak lain manapun dilarang campur langan dalam pengurusan
Perusahaan atau mempangaruhi Direksi dalam menjalankan usaha Perusahaan,
2] Anggota Direksi dilarang metakukan aktivitas yang dapal menggangau Independensinga dalam
mengurus usaha Perusahaan.

E. ETIKA JABATAN
Dalam melaksanakan fugas dan fungsinya Direksi harus selalu mefandasi diri dengan efika jabatan
Efika abatan Direks: adalah sebagal berikut:

1) Direksi dilarang metakukan findakan yang mempunya benturan kepentingan {confict of infarest)
dan mengambil keuntungan pribadi. dar pengambilan keputusan dandatau pelaksanaan kegiatan
Parusahaan, selain panghasilan yang sah.

£} Direxs| wajlb melaporkan ke Sewretaris Perusahaan meialul Departemen Humen Capital mengenai
kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan lersebul dan Perusahaan lain
termasuk setiap perubahannya.

3} Direksi wajib meltakukan pengungkapan dalam hal ferjadi benturan kepentingan, dan Direksi yang
bersangkutan fidak boleh melibatkan din dalam proses pengambilan keputusan Direksi yang
berkaitan dengan hal tersebut. Apabila ada salah seorang Direksi yang fidak melibatkan din dalam
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proses pengambilan keputusan, maka Direksi lainnya akan mengambil kepulusan dengan fetap

memperiahankan independensinya,

Datam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap anggota Direksi harus:

@, Mematuhi Anggarén Dasar dan perafuran perundang-undangan serta prinsip- prinsip
profesfonalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, perfanggung jawaban,
serta kewajaran, beritikad baik, penub kehat-hatian dan DBertanggung jawab dalam
menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihal kepada direksi untuk kepeniingan
Perusahaan dan sesual dengan maksud dan tujuan Perisahaan

b. Melampirkan Pakia Integritas dalam usutan Direksi yang harus mendapat rekomendasi dan
Cewsan Komisaris dan persefujuan Pemegang saham.

c. Memperbaharui sural pernyataan tidak memiliki benturan kepeniingan secara berkala/ pada
setiap awal tahun,

F. PRINSIP-PRINSIP PENGAMEBILAN KEPUTUSAN DIREKSI
Prinsip-prinsip pengambilan keputusan Direksi dalam pengurusan Perseroan adalahsebagal beriket:

1)
2)
3

4)

2

B

f)

G.

&etiap Anggota Direksi bertanggung jawab atas keputusan Direksi.

Setfiap Anggota Direksi teribat dalam proses pengambilan keputusan Direksi,

Setap kebijakan pengelolaan perusahaan yang befum memiliki standar baku harus diatur dalam
siaty kebijakan khusus yang ditelapkan oleh Direksi.

Dalam hal kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi secars kolegial merupakan sesuatu yang
substansinya bersifal strategis maka kebfakan lersebut harus mendapat perselujuan Rapat Direksi
Apabiia Anggota Direksi tidak mencapai kuorum untuk mengadakan Rapat Direksi, namun harus
mengambil keputusan yang bersifal strategis, dapal ditetapkan sebuah kebijakan yang bersifat
sementara sampai diputuskan dalam Rapat Direksi selanjuinya.

Dalam menstapkan kebkakan terhadap sualu permasalahan, sefiap Anggota Direksi wajib
mempertimbangkan prinsip-prinstp sebagai berkut:

3. Itikad bak

b. Perimbangan rasional dan imfarmasi yang cukup

¢ Investigasi terhadap permasalahan serta berbagal kemungkinan pemecahan

d. Dibuat berdasarkan perimbangan semata-mata untuk kepentingan Persaroan

Dalam menjalankan kewafiban sehan-han, Direksl senantiass memperlimbangkan kesesuaian
tindakan dengan rencana dan tujuan Perseroan

TANGGUNG JAWAB DIREKSI

oetiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Parsercan yang
disebabkan oleh kesalahan atau kelstaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya Anggola
Direksi fidak dapal dimnla perlanggungjawabannya atas kerugian Perseroan, apabda dapat
membuklikan bahwa;

1} Kerugian tersebut bikan karena kesalahan atau kelalaiannya;

2} telah melakukan pengurusan dengan iikad baik, penub tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk
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kepentingan dan sesual dengan maksud dan tujuan Perseroan;

3} Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak [angsung atas tindakan
pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan

4} Telah mengambdl tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjuinya kerugian tarsebut.

H. RAPAT DIREKSI
Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi.

Rapat Direksi dapat diadakan sefiap wakiu apabile dipandang perfu atas permintaan seorang alau kebih
Anggota Direksi atau atas permintaan darl Dewan Komisaris dengan menyebutkan hal-hal yang akan
dibicarakan.

Wamun demikian, demi keteraturan penyelenggaraan Perseroan, Direksi menetapkan Rapat Direksi yang
lenadwal.

H.A. Jadwal Rapat
a. Rapat Direksi yang bersifat rutin/terjadwal terdiri dari:
1) Rapat Direksi, paling kurang 1 {satu) kali dalam satiap bulan
2) Rapat bersama Dewan Komisanis paling kurang 1 (salu) kali datam 4 (empat)bulan
b. Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh:
1] Seorang alau lebih anggola Direks,
2)  Atas parmintaan terfulis dan seorang alau bebih Dewan Komisars, alau
3)  Atas permintaan tertulis darl 1 (satu} orang atau lebih pemegang saham yang bersama-
sama mewakili 110 (satu persepuluh) atau lebih dar jumiah selursh saham dengan hak
suara yang telah dikeluarkan oleh Persercan

H.2. Hal-hal yang Memerlukan Pengambilan Keputusan melalui Rapat Direksi
Direksi menetapkan hal-hal yang memeriukan pangambilan keputusan melalui Rapat Direksi sebagai
berikut;
1) Tindakan-lindakan terkat dengan pelaksanasn wewenang sesual ketentuan-kefeniuan

Angaaran Dasar, yailu:
a. Kewenangan yang memerlukan persetujuan Direks:
b, Kewenangan yang memerlukan persefujuan Dewan Komisaris
¢. Kewenzngan yang memerlukan perselujuan RUPS

2} Tindakan Slrategls lainnya, dengan Batasan;
a. Bersifal stralegis’berpeluang bisnis yang berdampak  signifikan  mempengaruhi
operasional perusahaan
b, Diluar RKAP
c. Bersilat mendesak
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d. Menyangkul pegawai dalam jabatan stralegis

Pembahasan peluang bisnis dapal diusulkan kepada Direksi untuk dimasukan dalam agenda

pembahasan rapat Direksi. Usutan pelusang bisnis dsampaikan lengkap dengan kajlan dan analsis

késnisnya termasuk kajian keuangan, hukum dan nisikonya.

Pembahasan isu-su terkini darl ekstemmal mengenal perubahan lingkungan biamis dan

permasalahannya:

1} Terdapat perubahan kebljakan Pemerintah yang mempengaruhl operasional perusahaan

2} Perubahan kebijakan di bidang pasar modal yang berpengaruh pada harga saham
perusahaan

Fembahasan su-isu lerkini yang harus segera dibahas dapat diusulkan kepada Direksi uniuk
dimasukan dalam agenda pembahasan rapal Direksi terutama isue-isu derkini yang dapat
mempeanganihi kefangsungan bisnis Parsearan.

Keputusan-keputusan yang mengikal dapat juga ditefapkan fanpa mengadakan Rapat Direksi,
dengan ketentan semua anggota Dineksi tetah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan
yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secars tertulis serta menandatangani perselujuan fersebul. Keputusan yang diambil dengan cama
demikian mempunysl kekuatan yang sama dengan kepulusan yang diambll dengan sah dalam
Rapat Direksi

H.3. Tempat Palaksanaan Rapat
Rapat Dweksi diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kzin di dalam wilayah Republik
Indonessa atau di tempat kegiatan usaha Persergan.

H.4. Pemanggilan Rapat
Pemanggilan rapal diatur sebagal berkut:

1} Pemanggitan rapat Direksi harus difakukan okeh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi
atau pejabat lain yang dedunjuk Direksi.

2} Pemanggitan Rapat Direksi harus dilakukan secara terulis dan disampaikan atau diserahkan
langsung kepada sefiap anggota Direkel dengan tanda terima yang memadai, alau dengan pos
tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, surat elekironik (antara lain e-mail
whalsapp) paling lambat 3 {tiga) hari sebelum rapat dadakan,

3] Pemanggilan rapat Direksi harus mencaniumican acara, langaal, waktu dan tempat rapat.

H.5. Agenda Rapat
Agenda rapat Direks! ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagal berikut:
1] Getiap Anggota Direksi berhak mengajukan usulan agenda rapat
2] Usulan agenda apat dikumpulkan cleh Corporate Secrefary untuk diverifikasi kecukupan
syaral-syarat untuk diajukan sebagal agenda rapat.
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3) Anggota Direksi, yang usulan agendanya dilelapkan sebagal sgenda rapat harus
mempersiapkan maten yang memadai sesual agenda yang divsufkannya.

Dialam hal terdapal usulan penambahan agenda rapat pada saal rapat akan segera bedangsung,

maka beraky ketenlian sebagal berikut;

1) Usulan agenda rapat lersebut harues diengkapi dengan maler yang memadal sebagai bahan
rapat,

2) Agenda rapal susulan harus diselujui oleh selurih Anggota Direksi, baik yang hadir dalam
rapal maupun yang tidak hadir dalam rapal. Untuk itu, Anggota Direks: yang tidak hadir harus
dihubungi untuk mendapatkan perselujuan stau penolakan alas agenda susulan fersebul

3) Apabda Anggota Direksi yang tidak hadir tidak dapat dihubungi, maka persetujuan agenda
susulan bersebut diserahkan pada keputusan peserta rapat

H.6. Pimpinan Rapat
Semua rapat Dweksi dipimpin oleh Ditsektur Utama. Apabda Direktur Utama tidak hadir atau
berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh secrang
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dan antara anggota Direksi yang hadir dalam Rapat.

H.7. Kuorum Rapat

1} Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabda
tebeh dani 1/2 (satu per dua} jumlah Anggota Direks: hadir danfatau diwakili dalam Rapat.

2) Seorang Anggola Direksi dapat diwakill dalam rapat hanya ocleh Anggota Direksi lainnya
berdasarkan kuasa tertulia yang dibenkan khusus uniuk kepedoan ifu.

3) Seorang Anggota Direks) hanya dapat diwakill oleh Anggota Direksi lamnya berdasarkan sural
kuasa

4) Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadin suatu rapai Direksi dapal mengajukan
pendapatnya secara teriubs dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direkiur Utama
atau kepada anggota Direxsi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai
apakah la mendukung atau tidak mendukung terhadap hal yang akan dibicarakan dan
pendapal inl akandianggap sebagal suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Direksi.

H.E. Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

1) Sefiap peserta rapat Direksi wajib terdibat dalam setap proses pengambidan keputusan dalam
rapat,

£} Unfuk itu, peserta rapat yang fidak hadir pada saat pengambilan keputusan akan dilaksanakan
harus difbubungl uniuk segera kemball mengikull proses rapal Jika tidak berhasil dihubungl,
maka pesera rapat tersebut dianggap menyetujul keputusan rapat yang diambil

4] Reputusan Rapat Direksi ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak lercapai
kesepakatan maka keputusan harus diambil dengan pemunguian suara
a  Keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara sefuju lebih dan

Ve (satu per dua) bagian dar |umlah swara yang sah yang dikaluarkan dalam rapat
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b. Geliap Angoota Direksi vang hadir berhak mengeluarkan 1(safu) suara dan tambahan 1
{satu) suara untuk setiap anggota direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat
tersebut

c.  Pemunguian suara mengenai diri orang dilzkukan dengan surat suara ferfulup tanda
tangan, sedangkan pemungutan suara mengena hal-hal lain dilakukan secara lisan
kecuall pimpinan rfapat menentukan lain tanpa ada keberzlan berdasarkan suara
larbanyak dari yang hadir.

d Suara blanko dan suara yang ldak sah dianggap lidak dikeluarkan secara sah dan
diangpap ldak ada serla tidak dihiung dalam menentukan jumiah suarg yang
dikeluarkan.

4) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dieksi dengan
ketentuan semua anggata Diweksi memberkan persetujuan mengenai usul yang disjukan secara
tertulis dengan menandatangani persefujuan tersebul.

H.9. Penandatanganan Hasil Keputusan
Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalsh Rapat. Risalah Rapat harus dibuat aleh saorang
yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Kefua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh
seduruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada selurub angoota Direksi,

Dalam hal lerdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil Rapat Direksi, yang
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendin yang dilekatian
pada Risalsh Rapat Direks:,

H.10. Risalah Rapat
Setiap Rapat Direksi harus dibuatkan Risalah Rapal Risalsh Rapatl ditandatangani oleh Kefua
Rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir

Risalah Rapat wajib didokumentasikan oleh Persercan. Rsalah Rapat harus menggambarkan
|akannya rapal, meliputi:

1) Acara, tempat, tanggal, dan wakhs rapat diadakan

21 Daftar hadir

3} Permasalahan yang dibshas

4| Berbagal pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam membahas parmasaiahan

yang strateqis atau matenal, termasuk yang mengemukakan pendapat

51 Proses pengambitan keputusan

&) Kepulusan yang diletapkan

7V Dissentiig opinion, jika ada.
Risalah asli dari sefiap Rapat Direksi didokumentasikan dalam kumpulan tahunan dan disimpan
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sabagal dokumen perusahaan

Ketenluan perselujuan alas Risalah Rapat diatur sebagal berikut:

1) Dalam jangka waktu 14 [empat belas) has terhitung sejak tanggal pengiriman Risatah Rapat,
seliap Anggota Direksi yang hadir daniatau diwakili dalam Rapat Diveksi yang bersangkutan
harus menyampaikan persefujuan atau kaberatannya dan/atau usul perbaikannya, bila ada,
atas apa yang tercanium dalam RisatahRapat kepada Pimpinan Rapat tersebul.

2) Jlika keberatan danfatau usulan perbaikan atas Risalah Rapat tidak diterima dalam fangka
wakiu terssbut, maka dapat disimpuikan bahwa fidak ada keberatzn danfatau perbaikan
terhadap Risalah Rapat yang bersangkutan,

Datam hal anggota direks! tidak dapat menghadini rapal secara fsik, maka anggota direksi dapai
menghadiii rapat dengan melalui meds lelekonferensi, video konferensi, atau sarana media
eleklronik iainnya, seseal dengan katenluan yang berlaku,

I. HUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN ASDSIAS]

Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi yang selanjufnya disebul Paerusshaan Afiliasi, merupakan
badan hukum tersendin yang funduk pada keteniuan Anggaran Dasar Perusahaan Afliasi dan paraturan
perundang-undangan. Hubungan antara Perseroan dengan Perusahaan Afiliasi dilskukan melalui
mekanisme lata kelola perusahaan yang bak yang secara prinsip kepentingan-kepentingan Perseroan
dijatankan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Afilasi

[.1. Mekanisme Pengawasan
Mekanisme pengawasan Perusahaan Afikasi dilakukan dengan:
1) Fenempatan wakil Perserpan sebagal Anggota Dewan Komsans danfatau Anggota Direksi
Perusahaan Afiliasi.
2) Penunjukan Direkiur terkail sebagai pejabat yang melakukan pembinaan dan pengendalian tata
kelpla perusahaan, menyiapkan perumusan  kebiakan, pelaksanaan, penelaahan  serda
pengendatian hubungan Perseroan dengan Perusahaan Afifiasi.

.2, Transaksi dengan Perusahaan Afiliasi
Transaks: dengan Perusshaan Afiliasi dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Transaksi dengsn Perusshaan Afiiasi harus dilakukan atas dasar persamaan kepentingan
usaha sebagaimana layaknya transaksi dengan pihak yang bidak ferafiliasi

£) Perlakuan istimewa hanya akan diberikan dengan kondisi dan batas wakiu tertentu sepanjang
sesual dengan kepentingan Persercan datam fangka panjang berdasarkan persefujuan RUPS
dan fidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang beraku

J) Apabila terdapal benfuran kepentingan anfara Persercan dengan Perusahaan Afillasi, maka
kepentingan Perseroan harus didahulukan
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3. Pengangkatan Direks| dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan berpedoman kepada Peraturan Menter
BUMN, Anggaran Dasar Perseroan dan Threshold dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarma. Direks:
membentuk Tim Evaluasl yang berwenang unfuk melakukan seleksi calon Dirgksi dan Dewan
Komisaris berdasarkan kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan serfa menyusun Longhst
(Daftar Bakal Calon) kemudian diserahian kepada Direksi. Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap
orglist untuk mendapatkan shortlist (Daftar Calon). Penilaian dapat dilakukan menggunakan ahli atau
Lembaga Profesional yang telah ditetapkan.

Diraksi melakukan evaluasi akhir atas hasil penilaian untuk menatapkan Dirgksi dan Dewan Komisaris
Anak Perusahaan untuk kemudian dimintakan persetujuankepada Dewan Komisaris Perseroan uniuk
kemudian ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan. Sesuai Batasan Kewenangan dan/atau Kriteria
kepatusan yang harus mendapat persetujuan Direksi, Dewan Komisaris, RUPS dan Pemegang Saham
Serl A Dwiwama, khusus uniuk pengangkatan Dirgktur Uiama dan Komisars Utama Anak Perusahaan
harus mendapat persetujuan Pemegang Saham Sen A Dwiwama,

J. CORPORATE SECRETARY

Diraksi wajib menyelenggarakan fungs: sekretaris perusahaanicorporale secrefary. Corporate Secrefary
diangkat dan diberhentikan oleh Dereklur Ulama berdasarkan mekanisme inlernal perusahaan dengan
persetupuan Dewan Komisans,

J.1. Tugas Pokok Corporate Secretary

Adapun yang dimaksud dengan fugas pokok corporate secrelary adalah memastikan lercapanya

peningkatan pelayanan kepada masyarakat pemodal dan peningkatan citra perusahaan melalul

penerapan Good Corporate Govemnance (GCG) yaitu:

1} Memberkan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisans/Dewan Pengawas dan
stakeholders secara berkala dan'atau sewakhe-wakiu spabils diminta;

2} Membaniu Direksi dan Dewan Komisars dalam pelaksanaan iata kelola perusahaan yang
meliputi 1} penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; 2] penyelenggaraan dan dokumentasi
rapat Diraksi; 3) pelakesanaan program onentas: terhadap perusahaan bagi Direksi dan Dewan
Komisaris; dan 4) hal- hal lainnya yang dietapkan oleh perusahaan

3] Sebagal penghubung (Naison officar);

4} Memasfikan bahwa Perseroan memafuhi peraturan fentang persyaratan keferbukazn sejalan
dengan penerapan prinsip-prinsip GLG;

5} menyelenggarakan program pengenalan bagl anggota Dewan Komisans baru atau amggota
Direksi baru;

6} menalausahakan serta menyimpan dokumen perusshaan, fermasuk tetap tidak terbatas pada
Daftar Khusus dan risalah rapat Direksl, rapat Dewan Komisans dan RUPS

J.2, Tanggung Jawah Corparate Secretary
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Memberkan masukan kepada Direksi dan Dewan Homasaris untuk mematubiketantuan
peraturan perundang-undangan
Membantu Direksi dan Dewan Komisaris daiam pelaksanaan tala kelolaperusahaan yang
meliputi:

8. Heterbukaan informasi  kepada masyarakal, termasuk  kelersediaan
infarmasi pada Situs Web Perseroan
Penyampaian |aporan kepada inslansi Pemerintah terkail
Penyelanggaraan dan dokumentasi RUPS:
Penyelenggaraan dan dokumentasi rapal Direksi danfatau DewanKomisans, dan
Pelaksanaan program orientasi terhadap perseroan bagl Direksi danlatau Dewan
Komisans
Sebagai penghubung antara persercan dengan pemegang saham persercan, dan pemanghku
kepentingan lainnya
Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan infarmasi yang bersifat rahasia kecuall dalam rangka
memenuhi kewajiban sesual dengan peraluran perundang-undangan atau ditentukan fain dalam
peraturan perundangan-undangan.
Tidak mengambil keuntungan prbadi baik secara langsung maupun fidak langsung, yang
maregikan persercan.
Mengikuti pendidikan danfatau pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetzhuan dan
pemahaman untuk membantu pelaksanaan ugasnya.
Membuat laparan berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) iahunmengenal pelaksanaan
fungs| Corporale Secrefary kepada Direksi dan dilembuskan kepada Dewan Komisans.

* o

J.3. Kewenangan Corporate Secretary

1)

2
4

4
3
Bl
7
B

g
10)

11)

Memiliki akses terhadap Informas: material dan relevan yang berkaitan dengan kewajiban
penyampaian keterbukaan informasi Perusahaan kepada publik.

Mendapatkan akses data yang dibutuhkan

Menetapkan rencana program kerja dan inissafif baru serla anggaran di ruang lingkup unit
kesjanya yang dapat mendukung pencapaian kinerja Perusahaan.

Menetapkan kebijakan/pedoman operasional di uang lingkup unit kerjanya.

Mengambil kepulusan dan langkah-langkah korektf di ruang lingkup unit kerjanya berdasarkan
kabijakan dan prosedur vang berlaku,

Menyetujui Distinct Job Profile (DJP) di ruang lingkup unit keganya

Menyetujul usulan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia di unit kenanya
Menyetujui pengenaan sanksi kepada personil & uril kenanya sesual dengan ketenfuan yang
berlaku di Perusahaan,

Menyetujul pelaksanaan renana kerja di ruang Ingkup unit kerfanya.

Menetapkan dan/atau menandatanganl dokumen sistem manajemen yangmenjadi ruang
fingku p unit kerjanys

Metakukan monitaning pelaksanaan Good Corporate Govemance [GCG) dan tindak lanjut
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12] Menetapkan kebéjakan dan strateqi pencifraan Perusahaan
13} Menenfukan meiode dalam menjalin huburgan baik (wsif, gathenng, dif) dengan pinak aksternal
dan media sera mendapatkan akses terhadap dala yang dapat disampaikan kepada pihak
ekslernal
Comporate Sscredary baranggung jawab kepada Direktur Utama dan melaparkan tugasnya secara
berkala maupun sewaktu-wakiu hila dibutuhkan kepada Direidur Utama.

J.4. Persyaratan Corporate Secretary
Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Corporale Secratary meliputi:
1) Cakap melzkukan perbuatzn hukum
2) Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum. keuangan, dan fala kelola
perusahaan
41 Memahami keg@atan usaha Emien atau Perusahaan Publik
4) Dapat berkomunikasi dengan batk
5) Berdomisili di Indonesia

4.5, Struktur Organisasi Corporate Secretary
Cireksi menetapkan bahwa Strukiur Organisasi Corporate Secretary ferdin dari Departemen Corporate
Secrelary yang berada langsung di bawah Direktur Utama.

J.6. Pelaporan dan Pengungkapan Corporate Secretary
Perusahaan wajib;
11 Membuat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 {satu) fahun mengenal pelaksanaan
fungsi Corporate Secretary kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
2] Mengungkapkan uraian singkal pelaksanaan fungsi Comporate Secrefany dan informas: pendidikan
danfalau pelatihan yang dilkufl dalam laporan tahunan.

K. SATUAN PENGAWAS INTERN (AUDIT INTERNAL)
Cirerksi wajib menyelanggarakan pengawasan intem agar dapat menerapkan tata kelola yang baik didalam
Perseroan dan juga bertujuan untuk mengamankan investasi dan asel parusahaan,

Pengawasan Intem dilakukan dengan membentuk Satuan Pengawas Infem dan membuat Piagam
Fengawas Infern. Direksi juga wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan infem di
Persercan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya secara peniodik kepada Dewan Komisaris.

K.1. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawas Intern
5P| memegang peran sebagai third fne of defanse yang memastikan pengendalian intemal di satiap
Nne of defense pada lingkungan Perusahaan yang bersangkutan semakin kuat dan efektif untuk
mengamankan investasi dan asel Perusahaan.
Membantu Direktur Utama dalam menjalenkan fanggung jawabrya terulama dalam masalah
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pemeriksaan internal bidang operasional dan keuangan untuk memasiikan bahwa Perusahaan serta
pengelolaan proyek telah dilaksanakan sesual dengan visi, misi dan nila perusahaan, Pemeriksaan
intemal dilakukan secara berkala sesuai Program Kerja Tahunan (atau Frogram Kerja dan Anggaran
Tahunan Perusahan)

Secara umum tugas dan langgung jawab 5P PT PP Energi adalah sebagai berkut:

1
2)
3

4]

8)
g

10)
1)

12)

13)

14)
15)

18)

Menyusun Program Kerja Tahunan (PKT) termasuk perhitungan anggaran biaya yang
berkaitan dengan audit dan non-audd. Dalam penyusunan PET, Kepafa 5P| meminta arahan
Direksi dan mempartimbangkan arahan dari Dewan Komisans {jika ada).

Kepala 5P| meminta persetujuan PKT kepada Direktur Utama.

Melakukan idenfifikasi permasalahan perusahaan uniuk dapat mensetapkan obyek
pemenksaan di bidang opemasional maupun keuangan Perusahaan.

Melakukan pemerlksaan lerhadap obyek yang tefsh ditetapkan dalam PKT, dengan
melakukan analisa yang berbasis risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Govermance
(GCG) atas efisiensl dan efektivitas lidak terbatas pada lingkup operasional, keuangan,
akuntansi dan sumber daya manusia sertz melaksanakan evaluasi atas sistem prosedur,
Work Instruction (W) dan kebijakan operasi Perusahaan yang dilskukan secara
berkesinambungan.

Melakukan kajian untuk mengetahui akar permasalahan atas terjadinya penyimpanan.
Menyampaikan antara lam: tujuan audit, dasar pelaksanaan audil, peran dan kode etk
Auditor (mesal. independensi), dan lain-lain; pada saat opening meeting pelaksanaan audit.
Melakukan penilaian kecukupan atas Sistem Pengendalian Intern Perusahaan yang antara
lain sebagai dasar Direksi dalam memberikan sertifikasi terhadap laporan kevangan tahunan.
Melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian intemal dan sistem manajemen risiko sesual
kebijakan Perusahaan sera pengelolaan obyek yang diperiksa.

Memberikan usulan perbaikan dan informasi utama yang obyektif tentang kegiatan yang
diperksa kepada Direkiur Utama.

Memypiapkan dan mendokumentasikan Kerlas Kerja Pemeriksaan.

Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHF) dan menyampaikan ke Direkiur Utama dan
Dewan Komisaris,

Memonitor pelaksanaan rekomendas (tindak lanjut) dan hasil pemerksasn  yang
disampaikan ke sudfee. Penanggung jawab memanitor pelaksanaan tindak lanjut adalah
Ketua Tim,

Bekerja sama dengan Komite Audit. Pelaksanaan koordinasi dilaksanakan berdasarikan
undangan dan Komite.

Melakukan pemeriksaan khusus apabila dipartukan

Memberikan pendapal, masukan dan perimbangan maupun jasa konsultas: yang obyeki
kepada Managemen dan unit kerja lainnya berkaitan dengan fungsi pengawasan,

SPl mengelola program jaminan kuabtas dan program peningkatan fungsi audit intemal
termasuk evaluasi kesesualan dengan standar. Kepala SPI melaporkan secara berkala hasi
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17)
18]
19)
20)
21)

22)

23

24}

dan program jaminan kualitas dan peogram peningkatan audil intemal dan memastikan
panilaian atau assessment diakukan okeh assessor independent sekurang-kurangnya sekal
datam 5 (lima) tahun serta mengukur kepuasan petanggan akan kinerja SP1 melalul media
online setiap tahun,

Bersama-sama dengan Departemen Akuntans| & Pajak, menjadi counterpart

dalam pelaksanaan General Audit aleh Kantor Akuntan Publik {KAF)

Bersama-sama dengan Tim GCG menjadl counterpart saal  dilakukan
arsessmant penarapan GG okeh Assessor Indapendan,

Melakukan pendampingan se¥f assessment penerapan GCG setiap 1 (salu) tahun sekall
Memaonitor pelaksanaan rekomandasi hasil assessment GCG

Melaksanakan monitoring rencana tindak lanjut audit KAP, SP1 PT PP [Parsero) Thk dan
auditor ekstemnal lainnya yang menjadi tanggung jawab 5P,

Metakukan internalisasi dan sosislisasi dalam upaya membangun sistem pencagahan anti
korupst di dalam lingkungan Perusahaan, melalul implementasi pencegahan korupsi yang
sistematis sesua dengan SNI IS0 37001:2016 tentang SMAP.

Sacara berkala malakukan koordinasi dan konsultasi dengan SPI PT PP (Persero)Thk, untuk
berbagal #mu audit dan pengataman dalam rangka peningkatan kompetensi dan sinergi
peran auditor diingkungan Perusahaan,

Fenjabaran atas tahap pelaksanaan audit internal disampaikan dalam suatu Prosedur/ Work
Instruction.

K.2. Wewenang Satuan Pengawas Intern
5P| PT PP Energl atas persetujuan Direktur Utama, mempunyai wewenang:

1)
2
3
4

|
A

8

Menyusun, merevisi dan melaksanakan kebijakan pelaksanaan audit internal (program audit)
lermasuk antara lain meneniukan prosedur dan ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan audit
Melakukan pemenksaan dan meminta dalafakta-fakia pendukung dan lapangan terhadap obyek
yang tedah ditetapkan,

Mengakses informasi tanpa batas yang relevan dengan obyek yang diperiksa antara lain catatan,
karyawan, sumber daya dan dana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dari fungsi Intemal
Audit,

Melakukan klarifikasi dan wawancara dengan pejabatipetugas terkall {audiles),

Melakukan koondinasi keglatan 5P| FT PP Energi dengan kegiatan auditor ekstemal.
Melakukan rapat berkala dan insidgentildengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit,
Melakukan pengawasan infernal atas semua area, kegiatan operasional dan bisnis Parusahaan
serta dapal berkoordinasi dengan fungsi pengawasan mternal lainnya pada Anak Perusahaan
vang bersangkulan, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan sesual kefentuan peraturan
perundang-undangan dan tata kelola yang berlak,

Dalam hal kompatensi maupun jumiah auditor internal tidak mencukupi untuk melakukan ugas
audit sesua prioritas risike yang ada; Kepala SP! berwanang untuk mengajukan tambahan
tenaga auditor atay tenaga ahli secara outsouringdco-sourcing kepada Direktur Utama
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K.3. Persyaratan Satuan Pengawas Intern
5Pl PT PP Energi hares memiiki inlegntas dan pertaky yang profesional, ujur dan obyektf dalam
pelaksanaan tugasnya, independan, memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup serla sesual
job requirament yang telah ditetapkan Perusahaan, antara fain:

1) Kepala Satuan Pengawasan Intern (Kepala SP() memiliki fingkat pendidikan minimal Strata 1
{51 baik jurusan teknik ataupun keuangan, mempunyai pengalaman yang cukup sesual dengan
kehijakan Perusahaan.

2) Awditor Intemal bidang teknikkeuangan memiliki pendidikan minimal Sirata 1 [51) jurusan
teknik/keuangan dengan pengalaman yang cukup sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

3) Memiliki pengetahuan mengenai teknis audst dan dissplin ilmu lain yang refevan dengan bidang
tugasnya

4) Memiliki pengetashuan tentang persturan perundang-undangan di bidang pasar moda dan
peraluran perundang-undangan terkat lzinnya.

8) Memilki kecakapan uniuk berinteraksi dan berkomunikas baik lisan maupun terfulis secara
efektif.

B)  Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang balk/Good Cormporate Govemance (GCG)
tan manajeman risiko.

7} Kepala SP| dan Auditor Internal ddarang merangkap tugas dan jabatan dalam pelaksanaan
kegiatan oparasional perusahaan, maupun di Anak Parusahaan,

B Auditor Intemal tidek diperkenankan melakukan audit di Unit yang pemah dikelolanyafierlibal
didalamnya dalam kurun waktu minimal 2 (dua) tahun,

B Kepala SPI dan Auditor Internal diwajibkan mendapat serlifikasi dengan mengikuti pendidikan
dari lembaga pendidikan Internal Auditor,

10) Bersedia meningkatkan pengelahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara
terus-menerus

Satuan Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh seorang kepala SPI Kepala SPI diangkal dan
diberhentikan oleh Direkiur Utama dengan persetujuan Dewan Komisans. Kepala SPI bertarggung
jawab langsung kepada Direkiur Utama. Direkiur Utama dapat memberhentikan Kepala SPI setelah
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris apablla Kepala SPI fidak memanuhi persyaratan sebagal
pengawas inlern dan/atay gagal atau tidak cakap dalam menjalankan fugas.

K.4. Piagam Satuan Pengawas Intern (Internal Audit Charter)
Perseroan wajib memiliki piagam Satuan Pengawas Inlem yang ditefapkan oleh Direksi setelah
mendapal persefujuan Dewan Komisars, dan paling sedikit memuat:
1) Pengeriian Satuan Pengawasan Intem
21 Visi, Misi dan Tupuan
3) Maksud dan Tujuan Piagam Satuan Pengawasan Intem
4)  Struklur dan kedudukan Satuan Pengawas Intam
5) Persyaratan auditor intemal dalam Satuan Pengawas Intam
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B) Tugas, tanggung jawah dan wewenang Satuan Pengawas Intsm

7} Kode elik Satuan Pengawas Inlem yang mengacy pada kode etik yang ditetapkan oleh asosias
Audit Intemal yang ada di Indonesia atau kode efik Audil Infemal yang lazim beraku secara
internasional

B} Peranggungawaban Satuan Pengawas Intern

§) Larangan peranghapan tugas dan jshalan auditor internal dan  pelaksana dalam Saluan
Pengawas [ntem dan pelaksanaan kegiatan aperasional perusahaan baik Ji Perseroan maupun
anak perusahaannya.
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BAB VI
PENGGUNAAN WAKTU, SARANA DAN FASILITAS PERUSAHAAN

A, Penggunaan Wakiu Oleh Direksl Dialur Berdasarkan Prinsip-Prinsip:
1) Direksi harus menggunakan jam kenanya, sarana dan fasgitas Perusahaan semata- mata uniuk

kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Penssahaan.

2} Akfifitas Direksi di luar perusahaan yang tidak secara langsung berhubungan dengan

kepentmgan perusahaan saperii mengajar, mengunes asosiasi besnis dan sepenisnya,
diperkenankan dalam batas yang wajar dan sepengetahuan Direktur Uitama atau Direksi lainnya

B. Penyediaan Dan Penggunaan Tun@ngan Dan Fasiitas Bagl Direksl, Pransip-Pringip yangmendasar
adalah;

1)
2]
3
4)

5)

7]

disesuaikan dengan kondisi dan kinerja perusahaan;

asas kepatutan dan kewajaran dibandingkan dengan industn seens;

tidak berfentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada;

jenss dan besamya lunjangan dan fasilitas ditetapkan RUPS, dimana rinciannya dibuat oleh
Dewan Komizans;

penggunaan sarana dan fasilitas milik Perusahaan untuk kapentingan pejabat pemearintah, tamu
penssanaan dan kepentingan lainnya dimungkinkan dengan tetap berpatokan kepada aturan
yang berlaku untuk sarana dan fasilitas tersebut;

penggunaan sarana dan fasilitas untuk kepenbngan Pemenntah harus mengikuti ketantuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Direksi tidak boleh memberkan sumbangan unluk paral politik manapun kecuali dibenarkan
oleh Undang-undang.

€. Perjatanan Dinas |
Pemberian sarana akomodas, ransporiasidan funjangan-tunjangan perjalanan dinas di dalam negen
maupun ke luar negeri didasarkan pada prinsip-prinsip;

1)
2)

3)
4)

a)

perjalanan dinas semalta-mata unluk kegiatan dan kepentingan Perusahaan;

fasilitas transportasi dan akomodasi disesuatkan dengan kemampuan Parusahaan, dengan
memperhatikan aspek kepatutan, dukungan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan menjaga clira
perusahaan

persetujuan perialanan dinas dalam negean bagi anggota Direksi diberikan oleh Disektur Utama;
persetujuan penalanan dinas ke luar negeri Direksi diberikan aleh KomisarisUtama dan
Mentari BUMN, atau sesual peraturan dari KBLUMN:

jenis alat transportasi, penyediaan akomodasi dan besarnya tunjangan peralanan dinas

bag Direksi datur lzbih lanut dengan Keputusan Direks|.
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